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KATA PENGANTAR RENSTRA

Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2017-2022 

sebagai tindaklanjut atas penataan struktur organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 

2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat 

Daerah dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2016 Nomor 46) dan juga Pemutakhiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 

Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

dan Keuangan Daerah.

Implikasi dari penataan struktur organisasi tersebut tidak hanya merubah beberapa 

nomenklatur jabatan, tetapi juga menyempurnakan substansi tugas dan fungsi serta jumlah 

unit kerja yang ada. Penyempurnaan dalam revisi ini mengakomodir pula kebutuhan sesuai 

dinamika lingkungan strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat serta proyeksinya 

hingga tahun 2022, dalam kerangka mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan 

yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

Renstra Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 difokuskan 

pada penyesuaian penugasan dan target kinerja masing-masing pemangku kepentingan 

berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai struktur organisasi yang baru, dengan tetap menjaga 

komitmen terhadap target kinerja RPJMD Perubahan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat 
Tahun 2017-2022.

Dalam pelaksanaan Renstra dimaksud disyaratkan komitmen dan kinerja yang semakin 

baik serta integritas seluruh jajaran Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk 

menjawab tugas dan tanggungjawab birokrasi pemerintahan serta harapan publik yang 

semakin besar dimasa mendatang. Renstra ini diharapkan dapat menjadi panduan 

operasional dalam melaksanakan tugas secara berkelanjutan dan sistematis. Semoga Tuhan 

Yang Maha Esa senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya dalam menjalankan 
pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

Pangkat J^m bina Utama Madya 
NIP : 19671230 198803 1 001

Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT 
INSPEKTORAT DAERAH

Alamat. Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng Rangas - Kompleks Perkantoran Gubernur Sulawesi Barat 
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KEPUTUSAN
KEPALA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR : 770 / *jo / SK / VII / Itprov.2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN 
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT 

TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT,

Menimbang

Mengingat

3 .

bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679), perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja 
Perangkat Daerah ditetapkan dengan keputusan kepala Satuan 
Kerja Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Keputusan Kepala 
Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tentang Rencana Strategis 
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 
2022;
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286);
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ■
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 
terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -  2025 
(Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4700);

7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4725);

8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
N o m o r  2 5 , T am bahan L em baran N egara  Republik Indonesia
Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 2j  Tahun 2011 tentang Perubahan



Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah 
Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5209);

16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);

17 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 -  
2019);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun
2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 39);

20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun
2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor
50);

21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 
2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinmsi Sulawesi barat 
Nomro 51);

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Tahun 2017 Nomor 8, Noreg Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Nomor (8/311/2017);

23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 2 Tahun 
2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 -  2022 
(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi 
Barat Nomor 99);

24. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 34 Tahun 2018 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 
2018 Nomor 34);



MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat tentang
Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat Tahun 2017 -  2022.

BABI
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam keputusan Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ini, yang dimaksud dengan :

1. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang

selanjutnya disebut sebagai RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah 
Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari 
visi, misi dan program Gubernur dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi serta 
memperhatikan RPJM Nasional.

3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut 
Renja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat adalah dokumen perencanaan
Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 1 (satu) tahun.

4. Indikator Kineija Utama yang selanjutnya disebut IKU (Key Performance Indicator) 
adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi 
pemerintah.

BAB n 
RENSTRA 

Pasal 2

(1) RENSTRA merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan 
Inspektorat yang penyusunannya berpedoman RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-
2022 .

(2) RENSTRA merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahunan yaitu mulai 
tahun 2017 sampai dengan 2022, memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan 
Inspektorat, disertai dengan rencana kerja dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

(3) RENSTRA berfungsi sebagai :

a. Pedoman dalam penyusunan Rencana Keija (RENJA) untuk kurun waktu 5 (lima) 
tahun;

b. Sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
c. Sebagai instrument evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB III 
SISTEMATIKA RENSTRA 

Pasal 3

(1) Sistematika RENSTRA terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 M aksud  dan  T ujuan



Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah
2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah 

Bab IH Isu -  Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 
Inspektorat Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Terpilih

3.3. Telaahan RPJMD Provinsi
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VH Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab Vni Penutup

(2) Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 dapat dilihat pada lampiran 
Surat Keputusan ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pengendalian 
Pasal 4

(1) Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan pengendalian terhadap 
pelaksanaan Rencana Strategis.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap :
a. Kebijakan Renstra; dan
b. Pelaksanaan Renstra

Evaluasi 
Pasal 5

(1) Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 
Renstra.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap :

a. Kebijakan Renstra;
b. Pelaksanaan Renstra; dan
c. Hasil Renstra

(3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan bagi 
penyusunan Renstra untuk periode berikutnya.



BAB V 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan 
diatur lebih lanjut oleh Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mamuju 
pada tanggal : 7 Juli 2020

SURY4
Pangka* Pembina Utama Madya
NIP : 19671230 198803 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada ̂ th.:

1. Gubernur Sulawesi Barat (sebagai laporan) di Mamuju;
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
3. Arsip.



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

merupakan dokumen perencanaan komprehensif untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun 

kedepan. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) 

OPD, sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan Undang-undang Nomor23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 - 2022yaitu mulai dari persiapan penyusunan 

Renstra, Penyusunan Rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan akhir Renstra dan 

penetapan Rencana Strategis (Renstra).Renstra ini menggambarkan tujuan, sasaran, 

strategi dan kebijakan, program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi 

Barat yang akan menjadi acuan dalam melaksanakan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Periode Tahun 2017 -  2022.

Rencana strategis (Renstra) disusun berdasarkan Arah, Kebijakan dan program- 

program kerja daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Sulaweis Barat tahun 2017-2022, yang menjadi 

pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas Pokok dan 

Fungsi yang diamanahkan kepada Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat sebagai 

pelaksana pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah 

Tahun2017-2022.

Penyusunan Anggaran berdasar kinerja tersebut dituangkan dalam Rencana 

Keija Anggaran (RKA) untuk setiap tahunnya guna mendukung operasional kegiatan 

yang telah ditetapkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi.

1.2Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam RENSTRA ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 rentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi 

Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 4725);

9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran 

Negara 4846);

10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara 5059);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara 5234);

14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

E p& ft D M ffl Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

?ftnV8len£gir&an Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber 

Pengion dan Bahan Nuklir;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah 

Provinsi;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Kajian Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

5941);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6178);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan;

29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4815);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber 

Pengion dan Bahan Nuklir;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan 

Wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah 

Provinsi;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan 

Kajian Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

5941);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2017, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi 

dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6178);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan;

29. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

M e r a g M a m l  ( P M ) T a U  10 15 -2019-,

3



30. Keputusan Presiden Nomor 53/P Tahun 2017 tanggal 10 Mei Tahun 2017, tentang 

Pelantikan Gubernur Sulawesi Barat pada tanggal 12 Mei 2017.

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310);

32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

PEW20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan 

Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang 

Kode dan Tata Wilayah Administrasi Pemerintahan;

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara 

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara 

Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan 

Rencana Pembangunan Daerah;

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal;

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah;

41. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinmsi Sulawesi barat Nomro 51);

42. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034;

U M U M  Gubernur Sulawesi Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman

VSHyUSUMft Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022;
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44. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 42 Tahun 2018 tentang Program Mandiri, 

Cerdas dan Sehat Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022;

45. Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga 

atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat,

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENSTRA Perubahan ini sebagai acuan resmi bagi Aparat

Inspektorat untuk melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu 2017 -

2022.

Tujuan penyusunan RENSTRA Perubahan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi

Barat adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya rumusan program strategi dalam skala prioritas yang lebih terarah.

2. Tersedianya tolak ukur evaluasi penilaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi 

Sulawesi Barat dalam pelakssanaan program pembangunan dalam kurun waktu 

tertentu.

3. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan peluang yang ada serta factor kunci 
keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan dan sasara 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan 
masyarakat yang didasarkan pada prinsip “c/ean and good governance

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan ini terdiri dari pengantar, Bab penjelasan dan lampiran-

lampiran dengan uraian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, 
Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah

Bab ini berisi Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat 
Daerah, Sumber Daya Inspektorat Daerah, Kinerja Pelayanan Inspektorat 
Daerah, I antangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

Bab m  Permasalahan dan Isu -  Isu Strategis Inspektorat Daerah

Bab ini berisi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 
Pelayanan Inspektorat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala 
Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih,Telaahan RPJMD 
Provinsi,Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 
H idup  Strategis,P en en tu an  l5U"iSU 01 IfllT
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Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah 

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi Strategi dan Arah Kebijakan Inspektorat Daerah

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini dikemukakan Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan 
indikatif Inspektorat Daerah

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi Indikator Kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang 
mengacu pada RPJMD berdasarkan Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup
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BAB n
GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DAERAH 

PROVINSI SULAWESI BARAT

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah 

dan Badan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

Tahun 2016 Nomor 46), maka Inspektorat mempunyai tugas pokok membantu 

Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah

Dalam melaksankan Tugas Pokok, Inspektorat tidak lepas dari ketentuan dan 

standar baik yang diamanahkan langsung lewat Peraturan Pemerintah sebagai bagian 

dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) maupun standar yang dikeluarkan 

oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) seperti mematuhi kode 

etik, melaksanakan standar audit dan melaksanakan telaah sejawat (feer reviu).

Selain itu, Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat terus berbenah diri untuk 

meningkatkan kapabilitas dan berhasi naik pada level 3 (tiga), integritas yang mampu 

menilai, efektifitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada 

tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Penyelengaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat 

mempunyai Tugas dan Fungsi:

Tugas dan Fungsi 

Pasal 3

(1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas

membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

(2) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, 

evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan atau 

Menteri;

d. penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;

e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;

f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;

g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi;
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h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya.

Susunan Organisasi 

Pasal 4

Inspektorat Daerah, terdiri atas :

a. Sekretariat;

b. Inspektur Pembantu Wilayah I;

c. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan

d. Inspektur Pembantu Wilayah III.

Sekretariat 

Pasal 5

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi, pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan 

administratif dan teknis kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program keija dibidang 

pembinaan dan pengawasan;

b. penyusunan penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil 

pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah;

c. penyusunan inventarisasi, penyusunan dan koordinasi penatausahaan proses 

penanganan pengaduan;

d. penyusunan program kerja Sekretaris Inspektorat;

e. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan 

kerumahtanggaan ;

f. penyusunan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;

g. pembinaan dan pengelolaan administrasi urusan umum, kearsipan, kepegawaian, 

perlengkapan dan kerumahtanggaan;

e. pembinaan pengelolaan administrasi keuangan dan penyusunan anggaran;

f. pengelolaan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan inspektorat;

g. penyusunan Daftar Usul Kegiatan (DUK) pada masing-masing Inspektur Pembantu;

h. penyusunan dan koordinasi pen galok asian  anggaran p royek  dan rutin, pada masing-

IMSihg Inspektur Pembantu;
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i. pelaksanaan juknis proyek dana rutin dengan koordinasi masing-masing Inspektur 

Pembantu;

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas 

Inspektur Pembantu;

k. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait;

1. penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

m. penyusunan bahan perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah, LKPJ, LPPD Inspektorat;

n. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan kesekretariatan;

o. pelaksanaan koordinasi dengan unit keija terkait; dan

p. pelaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri a tas:

a. Subbagian Program dan Keuangan; dan

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 7

(1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, 

mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan sub bagian program dan keuangan;

b. melaksanakan identifikasi, perumusan, penyusunan rencana program pembangunan 

jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang;

c. melaksanakan penyusunan rencana strategis (renstra) dan rencana keija (renja);

d. melaksanakan koordinasi penyusunan program perencanaan pemerintah daerah 

(RPJPD, RPJMD dan RKPD);

e. melaksanakan pengumpulan dan rekapitulasi semua laporan kegiatan bulanan;

f. melaksanakan penyusunan laporan kineija instansi pemerintah (LKjIP) dan 

pelaporan-pelaporan lainnya;

g. melaksanakan koordinasi pengumpulan, pengolahan, analisa, dan penyajian data 

statistik program dan kegiatan masing-masing bidang;

h. melaksanakan kajian, analisa, evaluasi kinerja, dan pelaporan kemajuan program
dan kegiatan m asing-m asing  b idang;
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i. melaksanakan penyusunan dan pengajuan rencana penggunaan anggaran;

j. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan realisasi perhitungan anggaran serta 

pembenahan administrasi bendahara;

k. melaksanakan verifikasi pertanggungjawaban keuangan;

1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pertanggungjawaban keuangan;

m. melaksanaan evaluasi semua tugas-tugas bendaharawan;

n. melaksanakan perbendaharaan keuangan;

o. menyiapkan bahan penatausahaan dan pembinaan administrasi keuangan meliputi 

gaji pegawai, keuangan, perjalanan dinas serta hak-hak keuangan lainnya;

p. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;

q. melaksanakan pengelolaan data bahan pelaporan keuangan;

r. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan keuangan;

s. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas serta koordinasi dan 

konsultasi dengan unit kerja yang lain;

t. menyiapkan rancangan produk hukum daerah;

u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, 

mempunyai tugas :

a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian 

meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, kesejahteraan pegawai dan 

laporan berkala;

c. melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengembangan penerapan Sistem 

Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

d. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kepegawaian melalui Sistem 

Informasi Kepegawaian (SIMPEG);

e. melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai;

f. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat-surat masuk dan keluar dan 

mengklasifikasikan surat menurut jenisnya;

g. melaksanakan penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan dan rencana kebutuhan 
perlengkapan;

h. melaksanakan klarifikasi dan menindaklanjuti laporan h asil pemeriksaan (LHP)

dan/atau laporan hasil audit (LHA);
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i. menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pembinaan dan pengawasan;

j. melaksanakan inventarisasi hasil pembinaan dan pengawasan serta tindaklanjut 

hasil pengawasan;

k. melaksanakan pengadministrasian laporan hasil pembinaan dan pengawasan;

1. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pembinaan dan 

pengawasan;

m. melaksanakan penyelenggaraan keija sama pembinaan dan pengawasan; dan

o. melaksanakan penataan dan penyelenggaraan sistem kearsipan yang dinamis;

p. melaksanakan penyusunan administrasi, pengadaan, pendistribusian dan 

penghapusan aset, barang inventaris dan perlengkapan kerja; dan

q. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga 

Inspektur Pembantu Wilayah I 

Pasal 8

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, 

mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan 

data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang 

pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah I dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

pembinaan dan pengawasan;

b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang 

kemasyarakatan;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, 

dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;

d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan 
pemeriksaan;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah I;

f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 
kebijakan;

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

1\. tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
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Bagian Keempat 

Inspektur Pembantu Wilayah II 

Pasal 9

(1) Inspektur Pembantu Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, 

mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan 

data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang 

pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah II dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas 

pembinaan dan pengawasan;

b. pelaksanaan pengumpulan data dalam rangka melaksanakan pembinaan dan 

pengawasan dibidang pembangunan, dibidang pemerintahan dan dibidang 

kemasyarakatan;

c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan dibidang pembangunan, 

dibidang pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan pada wilayah kerjanya;

d. pelaksanaan penyusunan dan laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan dan 

pemeriksaan;

e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan inspektur pembantu Wilayah II;

f. pelaksanaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan 

kebijakan;

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit keija terkait; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima 

Inspektur Pembantu Wilayah III 

Pasal 10

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, 

mempunyai tugas membantu Inspektur mengoordinasikan, mengumpulkan bahan dan 

data pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dibidang pembangunan, dibidang 

pemerintahan dan dibidang kemasyarakatan.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah III dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas 
pembinaan dan pengawasan;
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3. Jenjang Jabatan Fungsional Auditor (JFA), meliputi:

a. Auditor Pelaksana

b. Auditor Pelaksana Lanjutan

c. Auditor Penyelia

d. Auditor Pertama

e. Auditor Muda

f. Auditor Madya

g. Auditor Utama

4. Rincian Tugas Fungsional Auditor, sebagai :

a. Anggota Tim, memiliki tugas:

1) Mengumpulkan infonnasi awal dalam rangka audit;

2) Melakukan wawancara dengan auditee;

3) Membuat konsep surat dan bukti tanda terima peminjaman buku, catatan, surat 

dan dokumen untuk penelitian;

4) Meneliti kelengkapan data audit;

5) Membuat konsep surat pernyataan penyerahan data audit;

6) Dalam hal auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak membantu 

kelancaran audit, auditor membuat konsep surat dan/atau berita acara penolakan 

dan/atau tidak membantu kelancaran audit;

7) Dalam hal auditee atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan 

dan/atau tidak membantu kelancaran audit, menandatangani berita acara 

penolakan

8) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor membuat konsep surat 

pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang;

9) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor melakukan pencacahan fisik 

sediaan barang;

10) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, auditor membuat konsep dan 

menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang;

11) Membuat Kertas Kerja Audit (KKA) terkait dengan pemeriksaan yang telah 

dilakukan oleh auditor;

12) Dalam hal teijadi pelimpahan tugas tim audit, auditor membuat laporan 

kemajuan kepada Ketua Tim dan membuat berita acara serah terima pekerjaan;

13) Apabila diperlukan membantu Ketua Tim untuk melakukan tindakan 
pengamanan;

14) Menyiapkan data dan ikut dalam pembahasan akhir;

15) Membuat konsep dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA);

16) Apabila diperlukan membuat konsep dan menandatangani Berita Acara 
Penghentian Audit (BAPA).
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b. Ketua Tim, memiliki tugas :

1) Mengikuti pengarahan persiapan audit;

2) Menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Audit (RKA);

3) Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit;

4) Menjelaskan maksud dan tujuan audit kepada auditee;

5) Melakukan peminjaman buku, catatan, surat dan dokumen untuk penelitian;

6) Menyerahkan surat pernyataan penyerahan data audit kepada auditee untuk

ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau yang mewakili;

7) Dalam hal auditee atau wakilnya menolak untuk diaudit atau menolak 

membantu kelancaran audit, Ketua Tim menyerahkan surat penolakan dan/atau 

tidak membantu kelancaran audit untuk ditandatangani oleh pimpinan 

perusahaan atau yang mewakili;

8) Dalam hal auditee atau wakilnya menolak menandatangani surat penolakan 

dan/atau tidak membantu kelancaran audit, menandatangani berita acara 

penolakan menyimpan data audit sampai dengan dikembalikan kepada pihak 

terkait;

9) Melakukan pengujian terhadap pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern (SPI);

10) Mengusulkan ruang lingkup audit kepada Pengendali Teknis;

11) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim menyerahkan surat 

pemberitahuan pencacahan fisik sediaan barang;

12) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim mengikuti pencacahan fisik 

sediaan barang;

13) Dalam hal dilakukan pencacahan fisik, Ketua Tim menyetujui dan 

menandatangani Berita Acara pencacahan fisik sediaan barang;

14) Menyetujui Kertas Kerja Audit (KKA) yang dibuat oleh auditor;

15) Apabila diperlukan, membuat surat konfirmasi kepada pihak ketiga;

16) Apabila diperlukan, melakukan konfirmasi lisan dengan pihak ketiga;

17) Melakukan konsultasi secara periodik dengan Pengendali Teknis dan Pengawas 

Mutu;
18) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Ketua Tim membuat laporan 

kemajuan kepada Pengendali Teknis dan membuat berita acara serah terima 
pekerjaan;

19) Apabila diperlukan dapat melakukan tindakan pengamanan;

20) Dalam hal penghentian audit, Ketua Tim menyetujui konsep dan 

menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);

21) Membuat dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);

22) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Ketua Tim;

23) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai 
Ketua Tim;

2 4 )  M enyueun  k o n sep  dan m enandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).
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c. Pengendali Teknis, memiliki tugas:

1) Mendampingi Pengendali Mutu memberi pengarahan persiapan audit;

2) Mengkaji dan menandatangani RKA;

3) Mengkaji dan merekomendasikan program audit sesuai dengan obyek audit;

4) Melakukan supervisi kepada Ketua Tim dalam penilaian SPI auditee;

5) Mempresentasikan rencana pelaksanaan audit mengenai ruang lingkup audit 

kepada Pengawas Mutu;

6) Mengkaji Kertas Keija Audit (KKA) yang diajukan oleh Ketua Tim;

7) Melaksanakan supervisi dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan audit 

kepada Ketua Tim;

8) Mengevaluasi realisasi RKA;

9) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Pengendali Teknis membuat 

laporan kemajuan kepada Pengawas Mutu dan membuat berita acara serah 

terima pekerjaan;

10) Dalam hal penghentian audit, Pengendali Teknis mengkaji dan menandatangani 

Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);

11) Mengkaji dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);

12) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Pengendali Teknis;

13) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai 

Pengendali Teknis;

14) Mengkaji dan menandatangani Laporan Hasil Audit (LHA).

d. Pengendali Mutu, memiliki tugas:

1) Memberikan pengarahan atas penugasan tim audit tentang kegiatan audit 

dan/atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan audit;

2) Menyetujui dan menandatangani RKA;

3) Menyetujui program audit sesuai dengan obyek audit;

4) Menetapkan ruang lingkup audit;

5) Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan audit dalam bentuk konsultasi di 

dalam pelaksanaan audit kepada Pengendali Teknis dan Ketua Tim;

6) Mengevaluasi realisasi RKA;

7) Dalam hal terjadi pelimpahan tugas tim audit, Pengendali Mutu membuat 

laporan kemajuan kepada Kepala Inspektorat dan membuat berita acara serah 

terima pekerjaan;

8) Dalam hal penghentian audit, Pengendali Mutu menyetujui dan 

menandatangani Berita Acara Penghentian Audit (BAPA);

9) Menyetujui dan menandatangani Daftar Temuan Sementara (DTS);

10) Melaksanakan pembahasan akhir sebagai Pengendali Mutu;
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11) Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Hasil Audit (BAHA) sebagai 

Pengendali Mutu;

12) Menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Audit.

JABATAN FUNGSIONAL 
PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN (P2UPD)

1. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD) mempunyai tugas pokok 

melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah 

di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan 

urusan pemerintahan, pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan 

atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi 

penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

2. Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD):

a. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di 

daerah di luar pengawasan keuangan, meliputi:

1) Pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan,

2) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintah,

3) Pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,

4) Pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan,

5) Pengawasan untuk tujuan tertentu

b. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

3. Rincian Tugas Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (P2UPD), sesuai 

dengan jenjang jabatan :

a. Pengawas Pemerintahan Pertama:

1) Melakukan pengawasan kemampuan kelembagaan;

2) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan 

pemerintahan umum mengenai persandian;

3) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa mengenai pemerintahan desa dan kelurahan;

4) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai 

sarana dan prasarana;

5) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai 

sumber daya manusia kesehatan;

6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai 

obat dan perbekalan kesehatan;

7) M elakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai 

pemberdayaan masyarakat:
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8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah 

raga mengenai kepemudaan;

9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kepemudaan dan olah 

raga mengenai olah raga;

10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan

mengenai pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja;

11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan

mengenai pembinaan dan penempatan tenaga keija dalam negeri;

12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan

mengenai pengelolaan umum;

13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan 

mengenai pengelolaan umum;

14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan 

mengenai perhubungan darat;

15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan 

informatika mengenai pos dan telekomunikasi;

16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai 

pembinaan bidang sosial;

17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai 

identifikasi dan pengawasan penyandang masalah kesejahteraan sosial;

18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai 

pelaksanaan program kegiatan bidang sosial;

19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai 

pelaporan pelaksanaan program di bidang sosial;

20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai 

penganugrahan tanda kehormatan;

21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai nilai- 

nilai kepahlawanan, keperintisan kejuangan dan kesetiakawanan sosial;

22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum 

mengenai sumber daya air;

23) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum 

mengenai air minum;

24) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum 

mengenai air limbah;

25) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum 

mengenai persampahan;

26) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum 
mengenai drainase;
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27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekeijaan umum 

mengenai permukiman;

28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum 

mengenai bangunan gedung dan lingkungan;

29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan

perikanan mengenai kelautan;

30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan

perikanan mengenai pengelolaan pemasaran;

31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan

perikanan mengenai penyuluhan dan pengendalian;

32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai 

tanaman pangan dan hortikultura;

33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai 

perkebunan;

34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai 

penunjang;

35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

inventarisasi hutan;

36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

penataan batas luar areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

rencana pengelolaan jangka pendek cagar alam, suaka margasatwa, taman 

nasional, taman wisata alam dan taman buru;

38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

pengelolaan taman hutan raya;

39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

pemungutan hasil hutan pada hutan produksi;

40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

pemanfatan kawasan hutan dan jasa lingkungan pada hutan produksi;

41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

industri pengelolahan hasil hutan;

42) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

penatausahaan hasil hutan;

43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

pemanfaatan kawasan hutan pada hutan lindung;

44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

penerimaan negara bukan bidang kehutanan;

4 5 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan p ilih an  b idang kehutanan m en g en a i

pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
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46) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

pengembangan hutan hak dan aneka usaha kehutanan;

47) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

perbenihan tanaman hiasan;

48) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

pengusahaan pariwisata alam pada kawasan pelestarian alam, pengusahaan 

taman buru, areal buru dan kebun;

49) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;

50) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

lembaga konservasi;

51) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

perlindungan hutan;

52) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan mengenai 

penebangan penanaman pemungutan hasil hutan;

53) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai usaha industri:

54) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang

55) perindustrian mengenai perlindungan usaha industri; Melakukan pengawasan 

pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian mengenai pemasaran;

56) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai sumber daya manusia;

57) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai lingkungan hidup;

58) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai sarana dan prasarana;

59) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai data industri;

60) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan

mengenai metrologi legal;

61) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan

mengenai perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi 

gudang dan pasar lelang;

62) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber 

daya mineral mengenai mineral, batubara, panas bumi dan air tawar;

63) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan tugas pembantuan 

di kabupaten/kota dan desa.
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b. Pengawas Pemerintahan Muda :

1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal 

(SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, 

pengujianlpenilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang 

dituangkan dalam rencana keija anggaran satuan keija perangkat daerah 

(RKA-SKPD);

2) Melakukan pengawasan teknis penerapan SPMINSPK;

3) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui 

analisis, evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap rencana kerja anggaran satuan 

kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);

4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui 

analisis, evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap kesejahteraan masyarakat;

5) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kependudukan dan 

catatan sipil;

6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan 

pemerintahan umum meliputi perangkat daerah;

7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat 

dan pengembangan kehidupan mengenai sosial budaya masyarakat;

8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai 

kebijakan pembiayaan;

9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai 

pendidikan dan tenaga kependidikan;

10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai 

upaya kesehatan;

11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai 

kebijakan pembiayaan kesehatan;

12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan 

mengenai pembinaan ketenagakerjaan;

13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan 

mengenai keamanan pangan;

14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan 

mengenai perkeretaapian;

15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang komunikasi dan 

informatika mengenai sarana komunikasi dan diseminasi informasi;

16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai 

keijasama bidang sosial;

17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai 
pengawasan bidang sosial;
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18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai 

sarana dan prasarana sosial;

19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial Mengenai 

sistem informasi kesejahteraan sosial;

20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekerjaan umum 

mengenai perkotaan dan pedesaan;

21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekeijaan umum 

mengenai jasa konstruksi;

22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan 

perikanan mengenai umum;

23) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan 

perikanan mengenai perikanan tangkap;

24) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan 

perikanan mengenai perikanan budidaya;

25) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang pertanian mengenai 

peternakan dan kesehatan hewan;

26) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai penunjukan kawasan hutan, hutan produksi, hutan lindung, hutan 

pelestarian alam, kawasan suaka alam dan tanaman baru;

27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai kawasan hutan dengan tujuan khusus;

28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHP;

29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha

pemanfaatan hutan produksi;

30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit KPHL;

31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai rencana pengelolaan tahunan (jangka pendek) unit usaha

pemanfaatan hutan lindung;

32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai penataan areal kerja unit usaha pemanfaatan hutan lindung;

33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai rencana pengelolaan jangka pendek (tahunan) unit KPHK;

34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai rencana pengelolaan jangka menengah cagar alam, suaka

margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan tam an buru;
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3 5 ) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai rencana kehutanan;

3 6 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai sistem infonnasi kehutanan (numerik dan parsial);

3 7 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai pemanfaatan hasil hutan pada hutan produksi;

3 8 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai perencanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;

3 9 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan termasuk hutan mangrove;

4 0 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai reklamasi hutan pada areal yang dibebani penggunaan kawasan 

hutan;

4 1 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai reklamasi hutan areal bencana alam;

4 2 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan di sekitar hutan;

4 3 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai hutan kota;

4 4 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai pendidikan dan pelatihan (diklat) kehutanan;

4 5 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai penyuluhan kehutanan;

4 6 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai pengawasan bidang kehutanan;

4 7 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai perizinan;

4 8 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai fasilitas industri;

4 9 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai teknologi;

5 0 )  Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai permodalan;

5 1 ) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai kerjasama industri;

5 2 ) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai kelembagaan;

5j ) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai manitoiing, evaluasi dan pelaporan;
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54) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan 

mengenai perdagangan dalam negeri;

55) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber 

daya mineral mengenai geologi;

56) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber 

daya mineral mengenai ketenagakerjaan;

57) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang energi dan sumber 

daya mineral mengenai pendidikan dan pelatihan;

58) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan tugas pembantuan di kabupatenlkota 

dan desa;

59) Melakukan pengawasan atas indikasi hambatan dalam pelayanan masyarakat;

60) Melakukan evaluasi pemerintahan desa/kelurahan atau sebutan lainnya;

61) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di Provinsi;

62) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas mengenai SKPD di kabupaten/kota,

c. Pengawas Pemerintahan Madya :

1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal

(SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, 

pengujianlpenilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang

dituangkan dalam rencana strategi satuan kerja perangkat daerah (Renstra 

SKPD);

2) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) 

norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, 

pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang 

dituangkan dalam rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD);

3) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal

(SPM)/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, 

pengujianlpenilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang

dituangkan dalam kebijakan umum anggaran (KUA);

4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui 

analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap rencana strategi satuan kerja 
perangkat daerah (Renstra SKPD);

5) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui 

analisis, evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap rencana kerja satuan kerja 
perangkat daerah (Renja SKPD)

6) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui 

(KUaT  eValUaS' ’ Pen8U'''an Pen“aian ‘erhadap keb>Jakan umum anggaran

7) MeiaKuKau p a g a w a n  batang asset ta a b ;
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8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesatuan bangsa dan 

politik dalam negeri;

9) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan 

pemerintahan umum mengenai pemerintahan umum;

10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan 

pemerintahan umum mengenai kebijakan administrasi keuangan daerah;

11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan 

masyarakat dan desa meliputi penguatan kemampuan kelembagaan;

12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat 

dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan usaha ekonomi 

masyarakat;

13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pemberdayaan adat 

dan pengembangan kehidupan mengenai pemberdayaan masyarakat dalam 

pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna;

14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai 

kebijakan dan standar;

15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan mengenai 

serta kurikulum;

16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kesehatan mengenai 

manajemen kesehatan;

17) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan 

mengenai pembinaan sumber daya manusia;

18) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan 

mengenai penempatan tenaga kerja luar negeri;

19) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan 

mengenai pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja;

20) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketahanan pangan 

mengenai ketahanan pangan;

21) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang perhubungan 

mengenai perhubungan laut;

22) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai 

perencanaan bidang sosial;

23) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai

pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial 
(PSKS);

24) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai 
pembinaan tenaga fungsional pekerja sosial’

”> “““  w «  mm «*# «I* ^  _
mengenai bina marga;
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26) melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pekeijaan umum 

mengenai penataan ruang;

27) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kelautan dan 

perikanan mengenai pengawasan dan pengendalian;

28) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai penataan kawasan hutan;

29) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai rencana pengelolaan jangka menengah (lima tahunan) unit KPHP;

30) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai rencana pengelolaan lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan 

produksi;

31) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit 

kesatuan pengelolaan hutang lindung (KPHL);

32) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHL;

33) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai rencana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit usaha 

pemanfaatan hutan lindung;

34) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai rencana pengelolaan dua puluh tahunan (jangka panjang) unit 

kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK);

35) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai encana pengelolaan lima tahunan (jangka menengah) unit KPHK;

36) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai penelitian dan pengembangan kehutanan;

37) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai pembinaan dan pengendalian bidang kehutanan;

38) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang kehutanan

mengenai pengangkatan petugas pembuat laporan hasil pemeriksaan;

39) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai perencanaan dan program;

40) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai standarisasi;

41) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perindustrian

mengenai pengawasan industri;

42) Melakukan pengawasan pelaksanaan uiusan pilihan bidang perdagangan

m' T naip idRg(iiig if f lW iic p ;
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43) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan 

mengenai pengembangan ekspor nasional;

44) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang transmigrasi 

mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;

45) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 

anggaran pendapatan belanja daerah;

46) Melakukan pengawasan dengan tujuan tertentu atas kegiatan dekonsentrasi dan 

tugas pembantuan di Provinsi;

47) Melakukan pengawasan atas indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme;

48) Melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota;

49) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonorni daerah 

kabupaten/kota;

50) Melakukan evaluasi daerah otonom baru kabupaten/kota;

51) Melakukan evaluasi pemerintahan kecamatan atau sebutan lainnya; dan

52) Melakukan evaluasi laporan akuntabilitas meliputi komponen departemen

d. Pengawas Pemerintahan Utama :

1) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal 

(SPM)/nonna, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, 

pengujianlpenilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang 

dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

2) Melakukan pengawasan umum penerapan standar pelayanan minimal (SPM) 

norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) melalui analisis, evaluasi, 

pengujian penilaian penyusunan rencana pencapaian SPMINSPK yang 

dituangkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD);

3) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui 

analisis, evaluasi, pengujianlpenilaian terhadap rencana pembangunan jangka 

menengah daerah (RPJMD);

4) Melakukan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pilihan melalui 

analisis, evaluasi, pengujian penilaian terhadap rencana keija pemerintah 

daerah (RKPD);

5) Melakukan pengawasan kebijakan keuangan daerah negara;

6) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang otonomi daerah dan 

pemerintahan umum mengenai otonomi daerah;

7) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang pendidikan meliputi 

pengendalian mutu pendidikan;

8) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang ketenagakerjaan 

mengenai kebijakan, perencanaan, pembinaan dan pengawasan;

«7 m m m  pciaK Sam  M m  wajib M a n g  perhubungan
mengenai perhubungan udara;
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10) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang sosial mengenai 

kebijakan bidang sosial;

11) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai 

pembentukan wilayah pengelolaan hukum;

12) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai 

rencana pengelolaan jangka panjang (dua puluh tahunan) unit kesatuan hutan 

produksi (KPHP);

13) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai 

rencana kerja dua puluh lima tahunan unit usaha pemanfaatan hutan produksi;

14) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai 

rencana kerja usaha dua puluh tahunan unit usaha pemanfaatan hutan lindung ;

15) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan wajib bidang kehutanan mengenai 

rencana pengelolaan jangka panjang dua puluh tahunan cagar alam, suaka 

margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;

16) Melakukan pengawasan pelaksanaan urusan pilihan bidang perdagangan 

mengenai kerjasama perdagangan internasional;

17) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang anggaran 

pendapatan belanja daerah (APBD);

18) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah;

19) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah;

20) Melakukan evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang tata ruang daerah;

21) Melakukan klarifikasi atas peraturan daerah;

22) Melakukan klarifikasi atas peraturan kepala daerah;

23) Melakukan pengawasan kinerja kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan 

di Provinsi;

24) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Gubernur;

25) Melakukan pengawasan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;

26) Melakukan pengawasan atas indikasi penyalahgunaan wewenang;

27) Melakukan evaluasi kineija penyelenggaraan pemerintahan provinsi;

28) Melakukan evaluasi kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah provinsi; 

dan

29) Melakukan evaluasi daerah otonom baru provinsi.
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JABATAN FUNGSIONAL 
AUDITOR KEPEGAWAIAN (AUDIWAN)

1. Auditor Kepegawaian adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, 

tanggungiawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 

melakukan kegiatan wasdalpeg, pada instansi pemerintah pusat dan daerah, sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan.

2. Rincian Tugas Auditor Kepegawaian (Audiwan) sesuai dengan jenjang jabatan:

a. Auditor Kepegawaian Pertama :

1) Melakukan administrasi data dokumen/ bahan dalam rangka penyusunan 

Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW);

2) Melaksanakan administrasi obyek wasdalpeg;

3) Menyusun Proposal wasdalPeg;

4) Membuat daftar isian/ check list wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas 

wasdalpeg dengan kompleksitas rendah;

5) Membuat daftar isianIcheck list wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas 

wasdalpeg dengan kompleksitas tinggi;

6) Menyusun laporan pembuatan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW) dengan 

komplesitas rendah;

7) Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan instansi terkait;

8) Melakukan koordinasi/ komunikasi dengan Tim wasdalpeg terdahulu;

9) Mengidentifikasi data dokumen bahan kompleksitas rendah;

10) Memeriksa/menganalisis datal dokumen/bahan kompleksitas rendah;

11) Menyiapkan dataldokumenlbahan untuk penyusunan Laporan Hasil Wasdalpeg 

(LHW) kompleksitas rendah;

12) Menyusun Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;

13) Menyusun konsep rekomendasi terhadap Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) 

kompleksitas rendah;

14) Menyusun laporan evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas 

rendah;

15) Melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak lanjut; dan

16) Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut,

b. Auditor Kepegawaian Muda:

1) Membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan 

kompleksitas rendah;

2) Memimpin kegiatan pembuatan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW) dengan 

kompleksitas rendah;

3) Menyusun laporan pembuatan RKW dengan kompleksitas tinggi;

Mengidentifikasi data dokumen bahan wasdalpeg kompleksitas tinggi;
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5) Memeriksa/ menganalisis data dokumen / bahan wasdalpeg kompleksitas 

tinggi;

6) Memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas rendah;

7) Mengendalikan teknis pelaksanaan wasdalpeg;

8) Menyiapkan data/ dokumen bahan untuk penyusunan Laporan Hasil Wasdalpeg 

(LHW) kompleksitas tinggi;

9) Menyusun Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;

10) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) 

kompleksitas tinggi;

11) Menyusun konsep rekomendasi terhadap Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) 

kompleksitas tinggi;

12) Melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap Laporan Hasil 

Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;

13) Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas rendah;

14) Menyusun evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;

15) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut;

16) Melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa; 

dan

17) Menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang 

diperiksa.

c. Auditor Kepegawaian Madya :

1) Membuat konsep strategi wasdalpeg untuk pemasalahan kepegawaian tertentu;

2) Membuat konsep program wasdalpeg untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan 

kompleksitas tinggi;

3) Memimpin kegiatan pembuatan Rencana Kerja Wasdalpeg (RKW) dengan 

kompleksitas tinggi;

4) Mengarahkan tim dalam prawasdalpeg;

5) Memimpin pelaksanaan wasdalpeg kompleksitas tinggi;

6) Mengendalikan mutu wasdalpeg;

7) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW)

kompleksitas tinggi;

8) Melakukan pembahasan atas konsep rekomendasi terhadap LHW kompleksitas 

tinggi;

9) Melaksanakan evaluasi Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW) kompleksitas tinggi;

10) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW)

kompleksitas rendah;

11) Melakukan ekspose substansi dalam Laporan Hasil Wasdalpeg (LHW)
k om p lek sita s tinggi;

12) Menyusun Konsep hasil wasdalpeg yang bersifat rahasia;
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13) Mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;

14) Mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari entitas 

yang diperiksa;

15) Membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan 

kompleksitas rendah;

16) Membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan wasdalpeg dengan 

kompleksitas tinggi;

17) Menilai kinerja Anggota Tim;

18) Menilai kinerja Ketua Tim;

19) Melakukan reviu silang.
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STRUKTUR ORGANISASI JABATAN STRUTURAL DAN FUNGSIONAL 
INSPEKTORAT PROVINSI SULEWESI BARAT

inspektur Pembantu 
Wilayah t

Drs. H. Mappeare, M.MPub 
NIP : 19631231 198703 1 402

SURYADI, SE..QIA 

NIP : 19671230 198803 1 001

Inspektur Pembantu 
Wilayah II

Drs. Gustam Kamase, M.Si 
NIP : 19631231 199203 1 199

Inspektur Pembantu 
Wilayah III

Asbat Suyuti, S.Pd., M.Si 
NIP ; 19650306 198812 1 003

AUDITOR & P2UPD AUDITOR & P2UPD AUDITOR & P2UPD

Asmin, SE, M.Si 
NIP : 19730909 200604 1 021

M. Rahmat, S.Ag,S.Pd,M.AP 
NIP :19601231 198403 1 320

Zakaria, SH  
NIP : 19640914 198603 1 024

Drs. Abdul Azis, MM 
NIP : 19621005 198503 1 031

Rosdiana 
NIP : 19640816 19903 2 007

Mirawati, SP., MM 
NIP : 19740305 199903 2 009

Irianto Masseno, SH 
NIP : 19710615 200604 1 035

Sinami, S .So s 
NIP : 19751105 200902 2 001

Suhendra, SH 
NIP : 19840517 200902 1 003

Sapthian Dwi Cahyo, SH 
N IP: 19860819 201101 1016

Rahmat Riyadi, SE  
NIP : 19720201 200604 1 022

Wahidah Harun, SE.,M.Si.Ak 
N IP: 19711102 200801 2 010

Muliani, SE
NIP : 19770529 201101 2 007

Andi Nurlianti Nurdin, ST
NIP : 19770425 201001 2 007

Ary.T.Suly, SE  
NIP -.19790815 200902 1 002

Ni Kade Wlntari, ST 
NIP : 19810226 201001 2 006

Nurmulyana Tahir,SH 
NIP : 19810703 200212 2 005

Andi Muiyana, SE  
NIP : 19700130 200112 2 002

Wahjudy Subianto, AR, SE., M.A.F 
NIP : 19820122 201001 1 017

A. Suwardi Surya Amat R, S .So s  
NIP : 19820502 201001 1 038

Hj. Fauziah,SE 
NIP :19800630 200604 2 032

A. Rahmat, ST
NIP : 19771222 200604 1 006

Aswadi Ahmad,SE.Ak 
NIP : 19880406 201101 1 008

St. Aisyah, SP
NIP : 19730327 200802 2 002

Andri Pelang, S .So s  
NIP : 19750615 200604 1 022

Ridwan Resmy.SH 
NIP : 19791003 201001 1 025

Fatimah,S.Si.Apt 
NIP: 19781119 200902 2 004

Helmi Kadir, S E  
N IP: 19831115 201001 2 014

Aco Gunawan, SH 
N IP: 19791128 201001 1 018

Elliana, SE
NIP : 19821011 200902 2 006

A. Ira Alim Ayudistira, S.Hut 
N IP: 19841019 201001 2 030

NURIA, S.Sos.,M.Si 
NIP : 19710127 200701 2 009

Ahmad Taufiq Akil, SH  
NIP : 19810321 200902 1 001

Pa rson 's  Ande, SE, Ak
NIP : 19820627 200804 1 003

Desy Hartati, SE  
NIP :19751205 201001 2 004

Aryantasari, S.Psi 
N IP: 19850206 201101 2 001

Vita Yurisca Natalia, S.IP
N IP: 19921226 201406 2 001

Selvianus, SE  
NIP : 19790106 201001 1 016

Dewi Pratiwi Yusuf, SE  
N IP: 19810226 201001 2 021

Hasrul Thalib, SE
NIP .19781119 200902 1 004

Amatullah, SH 
NIP : 19840810 201001 2 041

Ruslan, S.Si 
NIP : 19811231 201001 1 036

Kasubag. Program dan Keuangan

Sultan Transasmoko, SH.,MH 
NIP : 19850909 200604 1 003

A. Mansahid Priogandi, SE
N IP: 19830307 201001 1 031

Hankam Mulawarman,S.A.B
N IP: 19830829 201001 1 017

Selmi
NIP: 19760706 201001 2 017

Sriwulan, S E  
NIP : 19860123 201101 2 016

Muliyani 
N IP: 19850226 201001 2 035

Mesrawati, S E  
N IP: 19770212 201101 2 004

Yohana
NIP : 19820603 200801 2 016

Tri Susanti Resqi Andira, S.STP 
N IP: 1982 1009 201001 2 031

Nurhayati
NIP : 19921025 201507 2 001

Sekretaris Inspektorat

Hj. Andi Surianti, SE.M.Si 
NIP : 19781023 199803 2 002

Kasubag. Adm. dan Umum

Joice Tombi, SE.,M .AP 
NIP : 19720305 201001 2 006 

*
Kisman, S.IP 

NIP : 19810401 201001 1 028

Nurdiana, S.Pd
NIP : 19820517 201001 2 035

Dewi, SE  
NIP .19781015 201410 2 003

Jufrl, ST 
NIP : 19760719 2010011 005

Dedy Irawan, S.IP
NIP : 19891218 201903 1 002

Nurasiah 
NIP : 19790301 201001 2 010

Andi Rosdiana, S E  
NIP : 19861003 201410 2 002

Jamil
NIP : 19740504 2010011 011

Taufikurrahman, S.STP 
NIP : 19930715 201708 1 001



2.2 Sumber Daya Inspektorat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang, 

yang terdiri dari :

1) Data pegawai berdasarkan jumlah jabatan

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jumlah Jabatan

No. Jabatan Formasi Terisi Ket

1. Eselon II 1 1

2. Eselon III 4 4

3. Eselon IV 2 2

4. Jabatan Fungsional Auditor 70 41

5. Jabatan Fungsional P2UPD 20 9

6. Staf 20 8

Sumber: Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 1 Desember 2020

2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Tabel 2.2 
Pegawai Berdasarkan Golongan

PANGKAT, GOL. RUANG
Jumlah (Orang)

Pangkat Gol./
Ruang Total

Ü
z<
¡3
p£
h3
O
O
H
2
Ü

Pembina Utama ( IV /e ) 0

11

73

Pembina Utama Madya ( 1 V/d ) 1
Pembina Utama Muda ( IV /c ) 1
Pembina Tk.I ( IV/b ) 5

Pembina ( IV /a ) 4

Penata Tk.I (m/d) 12

57
Penata ( III/c ) 31

Penata Muda Tk.I ( m/b ) 8

Penata Muda ( I l l /a ) 6
Z
< Pengatur Tk.I ( I l /d ) 1

Pengatur ( I I /c ) 4

Pengatur Muda Tk.I ( Il/b ) 0
5

Pengatur Muda ( I l /a ) 0
Sumber: Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar, per 1 Desember 2020
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3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No. Pendidikan Jumlah

1. Doktor (S3) 0

2. Magister (S2) 18

3. Saijana(SI / D4) 51

4. Sarmud / D-III 0

5. SLTA Sederajat 4

6. SLTP Sederajat -

JUMLAH 73

Sumber: Data Kasubag. Adm. dan Umum Itprov Sulbar,
per 1 Desember 2020

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas SDM Aparatur 

Inspektorat Daerah Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya dinilai masih sangat kurang ditinjau dari segi jenjang pendidikan.

4) Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan pelatihan struktural atau 

fungsional

Tabel 2.4 
Jumlah Pegawai

Berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan Struktural atau Fungsional

JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS berSertifikat

D iklat PIM  I

D iklat PIM  II 1

D iklat PIM  III 3

D iklat PIM  IV 2

Auditor Utama (Pengendali Mutu) 1

Auditor Madya (Pengendali Teknis) 6 CC
£ Auditor Muda (Ketua Tim) 33 o

H 54oz Auditor Ahli (Pertama) 13 G
G

u
Cl Auditor Penyelia 1 <
-J
<z Auditor Terampil 0
o Pengawas Pemerintah Madya 3 Ooz Pengawas Pemerintah Muda 6

Cl
B 9

B
b Pengawas Pemerintah Pertama 0

Cl

f-*

t
Audiwan Madya 0 Z

<
« Audiwan Muda 0 sit—' 0
*■9 Audiwan Pertama 0

O

rT “ « l l W 0 8 Staf
Sumber: Data Kasubag. Adm. dan (MUltl ItpWV Slllbar, per 1 Desember 2020
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Landasan Hukum Jabatan Fungsional di Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

adalah
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya,

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan P2UPD dan Angka Kreditnya,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan fungsional Auditor Kepegawaian,

Berikut ini adalah kondisi Inspektorat Provinsi Sulawesi B arat:

Tabel 2.5
Kondisi Jumlah Tenaga Fungsional Pengawas dengan Standar Kebutuhan

No. Jabatan Fungsional 
Pengawas

Kriteria Jumlah

1 Auditor
Standar 60

Kondisi saat ini 54
Kebutuhan 6

2 P2UPD
Standar 60

Kondisi saat ini 7
Kebutuhan 53

3 Audiwan
Standar 9

Kondisi saat ini 0
Kebutuhan 0

Sumber : Hasil Rakorwas Inspektorat se-Provinsi Sulawesi Barat, di Pasangkayu Tahun 2017 

b. Sumber Daya Keuangan

Untuk menunjang optimalisasi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 

organisasi, maka salah satu faktor pendukungnya adalah ketersediaan dana anggaran 

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, pada pelaksanaan APBD 5 (lima) tahun 

sebelumnya, Alokasi anggaran Inspektorat tergambar sebagaiamana berikut:

Tabel 2.6 
Alokasi Anggaran Tahun 2012-2016

No. Uraian
Anggaran pada Tahun Ke-

Thn ke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Thn ke-5
2012 2013 2014 2015 2016

d ) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Belanja
Langsung 5.535.983.004 5.264.455.868 7.429.279.000 7.388.003.059 9.000.000.000

2 Belanja tidak 
langsung 2.983.269.173 4.469.132.230 4.976.010.547 5.817.917.680 5.847.144.431

Total 8.519.252.177 9.733.588.098 12.405.289347 13.205.920.739 14.847.144.431

Sum ber. DPA Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2012 s/d 2016
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Tabel 2.6
A nggaran dan Realisasi Pendanaan Inspektorat D aerah Provinsi Sulawesi B arat

AnggarM pada Tahun Ke- 
Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 

2013 2014 2015

Realisasi 
Thn ke-2

Tahun Ke- 
Tlui ke-4 

2015

Rasio atas Realisasi dan Anggaran pada Tahun Kc- 
Thnke-1 Thn ke-2 Thn ke-3 Thn ke-4 Tknke-5 

2012 2013 2014 2015 2016

Rata-Rata P^ertumbu 
Anggaran Realisa 

Rp  Rp.

iggaran pi 
Thn ke-3 

2014
Thn ke-5 

2016

B ela jija  Langsung

B e la n ja  tidak 

l a n g s u n g

. • i

11.794.750.650
r 4̂ ''L ■-»
13.205.920.739 14.847.144.431 7.834.718.616 9.089.305.3319.733.588.098 12.405.289.547

Mamuju/31 Ucscmbe/2016 

11 ? fcpak Iaspektajat

Pangkat: IVtiWna Utama Muda 
NIP : 19^71230 198803 1 001



T abel 2.8
Pencapaian K inerja  Pelayanan Inspek to ra t D aerah Provinsi Sulawesi B ara t

Indikator" K inei 
p ra n g s i

Target Indikator

Urusan : O to n o m  
Keuangan 13>aerah,

daerah, Pemerintahan Umum. Administrasi 
«angkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

B idang Uru-**an : Í  9 spiktorat Provinsi Sulawesi Barat

p r o g r a m  p e l -
A D M IN IS T R A S I

'  AN AN
ÎRKANTORAN

PROGRAM  F A S  C  *  
TUGAS P N S

'US PINDAH

PROGRAM  P E N I  T '  
SARANA D A N  PFC- * 
APARATUR.

PROGRAM  jP E N i r ~ S T  
KAPASITAS S U M  
APARATUR

IKATAN 
CR DAYA

PROGRAM P E N I I W  
P E N G E M B A N G A N "^  
PELAPORAN' C A P "  -  
KEUANGAN

KAFAN
ISTE.M
.AN KINERJA

Tercapainya Pelayanan 
Administrasi Perkantoran

Terfasilitasinya 
aparatur yang 
pindah puma tugas

Meningkatnya sarana dan 
prasarana aparatur

Meningkatnya 
kapasitas sumber 
daya aparatur

PROGRAM  P E N T  N '  
SISTEM  P E N G A  W  
INTERVAL I>AN P  B E  
PELAKSANAAN K B E

OTAN
JV)

ÍTGENDALIA.N 
I JA KAN KDII

PROGRAM R E N IN «  
P R O F E S IO N A L IS M  
PEM ERIKSA D A N  A 
PENGAW ASAN

PROGRAM  P E N I N C ^ J  
KAPASITAS K E L E N - r  
PEMBANGUNAN

-ATAN 
;_-AGAAN 

JR A H

Meningkatnya 
pengembangan sistem 
Pelaporan capaian kinerja 
dan keuangan

Meningkatnya Sistem 
Pengawasan Internal dan 
pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan KDH

Meningkatnya kualitas 
aparat pengawas

Meningkatnya Kapasitas 
Kelembagaan Pembangunan 
Daerah

TO T A L

Thn ke-1

2012

W

1.356.572.850

148.216.900

665.490.000

135.985.000

2.828.782.354

400.935.900

5.535.983.004

Target Renstra Inspektorat Tahun Ke- 

Thn ke-2’ ” ’f ” ’ Thnke-3* "T Thn kc-V

2013

(3)

1.458.596.314

47.523.000

97.143.254

716.308.000

2.682.448.500

262.434.800

5.264.453.868

2014

(6)

2015

(7)

2.076.831.250 1.568.116.704

674.488.250

968.279.000

3.288.034.200

91.160.000

330.486.300

7.429.279.000

1.047.860.055

582.867.024

3.803.524.976,30

138.600.000

247.034.300

7.388.003.059

Tim ke-5

2016

(S)

2.110.518.197

611.534.003

594.549.000

5.311.089.800

139.843.000

232.466.000

9.000.000.000

Thn ke-1

2012

(9)

1.274.477.359

140.690.000

558.598.700

133.472.000

2.726.155.100

388.426.400

5.221.819.559

Realisasi Capaian Tahun Ke- 

Thn ke-2 1 Thn ke-3 [ Thn k e-4

2013

(10)

1.383.684.907

39.460.000

95.835.000

618.377.729

2.385.642.000

252.321.600

4.775.321.236

2014

(HJ

1.910.655.235

656.113.000

933.609.300

3.067.601.600

75.805.500

325.014.000

6.968.798.635

2015

(12)

1.515.607.241

1.047.744.000

532.243.650

3.471.382.286

102.117.200

246.420.200

6.915.514.577

Thn ke-5 

"  201*6 ’

(13)

1.993.567.635

608.070.000

574.404.728

5.198.800.347

118.734.050

232.462.400

8.726.039.160

Rs

Thn ke-11 T1

2012

(14)

94%

ft DI V/0!

95%

84%

98*.

96%

#DIV/0!

97%

#1)

#D1

96

Mamuju/ 3 1  C ;scmb(j 

 ̂ K^f>alf Inspektcj

Pangkat : PembTja Utam 
NIP : 19671230 198803



Tabel 2.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi B arat

Indikator Kiaija
Target Indikator 

Lainnya

Target Renstra Inspektorat Taliun Ke- Realisasi Capaian Taliun Ke- Rasio Capaian Pada Taliun K e -
No. Sesuai T  ugasdan 

Fungsi Irispeklorat
Target SPN Target IKU ....ü i.h i:.!.. Thnke-2 Thnke-3 Thnke-4 Thnkc-5 Thnke-1 Thn ke-2 Thnke-3 Thn ke-4 Tlui ke-5 Thnke-1 Thn ke-2 Thnke-3 'lTm lco-4 Thnki

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 20! 5 201<
0 ) ( 2 ) (3) (4) (S) (6) O) (S) (9) (10) (H) (12) (13) (14) (15) (16) (IV (18) (19) (20)

Urusan : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan 
Daerah, Per-2*ngk* Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Bidang U rtnsan  ¡Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

PROGRAMI PELAVANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

j Persentase juinlahsura 
yang ditangajii

Persentase j umJah 
surat masuk yang 
ditindaklanjuti

1.850.000 9.075.000 28.700.000 5.085.000 9.411.000 1.000 000 9.050.000 21.632.000 5.085.000 9.411.000 54% 100% 75% 100%o 100%

Rata-rata pengeluaran 
2 jasa telekomunikasi. 

PDAM dan L-istrik

Persentase
ketersediaan ruangan, 
air & listrik dengan 
total kebutuhan 
sesungguhnya

65.396.000 49 433.272 101.255.000 123.840. (X» 162.620.000 37.312.539 41.630.711 87.407.078 111.245.725 147.481.179 57% 84% 86% 90% 91%

^ Rata-rata pengeluaran 
jasa asuransi

Rasio Barang Milik 
Daerah yang 
diasuransikan

8.000 000 8 000.000 16 000.00*) 17.099.945 30.188.448 8.000.000 7.937.350 7 703.500 17.099.945 30.188.445 100% 99% 48% 100% 100%

Jumlah KIX) ro d a  4 
^ dan roda 2 v ang

dipelihara dan memiliki 
STNK aktif

Persentase KDO 
dalam keadaan baik 144 164.950 203.248.000 314.252.850 302.143.600 345.509.003 132.706.970 181.507.277 209.528.917 283.196 346 264.073.839 92% 89% 67% 94% 76%

 ̂ Jumlah ruangan yang 
bersih

Persentase ruangan 
yang telah dilayani 
jasa kebersihan

60.052.500 68.217.500 99.017.500 183.552.186 302.540.000 59.530.00(1 57.405 000 91.812.950 183.550.250 284.540.000 99% 84% 93% 100% 94%

g Jumlali peralatan keija 
yang diperbaiki

Persentase peralatan 
keija yang 
dimanfaatkan

26.250.000 15.150.000 23.510.000 27.650.000 30.000.000 23.444.000 15.126.250 23.221.000 23.545.000 29.945.000 89% 100% 99% 85% 100%

^ Jumlah alat tulis kantor 
yang diadakan

Perbandingan ATK 
vang dapat disediakan 
dengan total 
cebutuhan

118.940.000 103.726.313,50 98.836.314 97.145.973 109.520.973 118.700.000 103.576.021 98.753.900 97.085.000 109.503.500 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah ruangan yang 
g mendapatkan fasilitas 

komponen instalasi
li-"’1

Jumlah komponen 
nstalasi listrik 1.925.000 - 7.020 000 13.181 000 10.050.000 1.755.000 7.006.500 5.151.000 10.049.500 91% #DlV/0! 100% 39% 100%

Rata-rata pengeluaran 
^ jasa tenaga pendukung

unilah jasa tenaga 
«ndukung 65.400 000 - 65400.000 - - - 100% ¿DIV/0! ¿DI V/0! ¿DI V/0! ¿DI V/01

Jumlah barang yang 
dicetak dan digandakan 2.500.000 - - 1.550.000 - - - 62% ¿DI V/0! ¿DI V/0! ¿DI V/0! ¿DI V/0!



1
Jumlah baha.3i bacaan 
dan peratura^n 
perundang-u;*1dandan

Persentase bahan 
ha ca an/perat uran 
perundang-undangan 
yang
dibaca/dimanfaatkan

43.800.000 66.500.000 30.500.000 45.500.000 40.235.219 24.385.000 39.320.000 29.275.000 45.500.000 38.723.000 56% 59% 96% 1009<> 96%

12

Persentase pe?nyeiaan 
makanan dai:*- miiumar 
sesuai kebutijhan 
berdasarkan J  umlih 
tamu m aupun peserta 
rapat

Persentase 
makanan/minuman 
sesuai dengan 
pemanfaatannya

57.200.000 81.200.000 128.079 586 110.649.000 145.160 000 53.200.000 81.139.100 127.704.850 110.147.375 145.129.350 93% 100% 100% lOO^b 100%

13

Persentase peijalaoan 
dinas yang sesua i 
dengan tujuan 
petjalanan dinasnya 
berdasarkan laporan 
yang masuk

Jumlah perjalanan 
dinas luar daerah

485.199.400 571.821.228 694.365 000 363 630.000 462.064.000 483.243.850 571 580.198 685 086.540 356954.600 461.303.342 100% 100% 99% 98%» 100%

14

Persentase per*jalaaan 
dinas yang sesua i 
dengan tujuart- 
perjalanan diixnsn>a 
berdasarkan laporan 
vane masuk

Jumlah perjalanan 
dinas dalam daerah

275.895.000 282.225.000 535.295.000 278.640.000 463.219.554,40 264.250.000 275.413.000 521.523.000 277.047.000 463 219.480 96% 98% 97% 99% 100%

PROGRAM FA SIH  I AS PINDAH rUGAS PNS

15 Jumlah PNS y an g  
pindah 47.523.000 39.460.000 «DIV/0! 83% «DI V/0! «DI V/O! «DIV/0!

PROGRAM FEMNGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR V ■ '’i ’v ” .....
' V .

16 Pengadaan Kendaraan 
Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan 
Dinas - - - 468.460.000 * * - 468.460.000 - «DIV/Ü! «DIV/0! «DIV/0! 100% «DIV/0!

17
Jumlah peralatan dan 
perlengkapan gedung 
kantor

Persentase peralatan 
kantor dalam keadaan 
baik

60.207.500 41.500.000 407.499.000 273 814.000 247.280.000 56.037.500 41.000.000 391.554.000 273.814.000 245.340.000 93% 99% 96% 100% 99%

18 Jumlah mebeulair yang 
diadakan

Persentase mebeulair 
yang dimanfaatkan

83.580.000 55.643.254 257.609.250 141.360.000 92.940.000 82.652.500 54.835.000 255.359.000 141.360.000 92,940.000 99% 99% 99% 100% 100%

19

Jumlah pakaian dinas 
>eserta atribut 
sebanyak jumlah 
>egawai

Rasio jumlah pakaian 
dinas yang diadakan 
dengan jumlah 
legawai

- - - 135.360.000 103.650.000 - * - 135.360.000 103.300.000 # DI V/0! «DIV/0! «DIV/0! 100% 100%

20 Jumlah/Luas gedung 
cantor yang dipelihara 4.429.400 * 9.380.000 28 866.055 167.664.003 2.000.000 * 9.200.000 28.750.000 166.490.000 45% «DI V/0! 98% 100% 99%

PROGRAM PENDNGKATAN KAPASTTAS SUMBER DAYA APARATUR
. ' ■ • • r'. "• '

. 1

21

lumlah Sumber Daya 
Vlanusia (SDM) 
Aparatur yang 
nendapat pendidikan 
ian pelatihan

.
Persentase tingkat 
kelulusan peserta 
liklat

665.490.000 617.186.000 968.279.000 582.867.024 594.549.000 558.598.700 533.955.729 933.609.300 532.243.650 574.404.728 84% 87% 96% 91% 97%

22
umlah peserta 
vorkshop SPIP * 99.122.000 - ■ - - 84.422.000 - - - «DIV/0! 85% «DIV/0! «DIV/0! «DIV/0!



§ 
%

 
? 

2? GKATAN PENGEMBANGAN SISTEM 
klAN KINERJA KEUANGAN •/•■'V . ■ : ' ■ ' : I ’ : ' 1 : • ' : • f - v,- 'v

J Dokumen L-aponn 
1 2^ I Keuangan t^ p a t tvakli 

I (Paling lamfc>at tiogga 
110 bulan b e tr j^ 8*)

106.265.000 - - - - 104.259.500 - - 98% «DIV/0! «DI V/0! «DIV/O! «DIV/(

1 Dokumen L^ROfti 
I Keuangan tempat vaktu 

j 241(Paling lam bat tanggal 
j 10 Januari tsahun 
I berikutnya)

8.120.000 - - - - 7.612.500 - - • - 94% 4 DI WO! «DI V/0! «DI V/O! «DIV/C

1251 *>enS*nPl,tan SIPKD 
Irutin setiap bu lan

S PM, R egister 
Pengesahan, Neraca, 
LRA, Calk

21.600.000 - - - - 21.600.000 - - - - 100% «DI V/0! «DI V/0! «DIV/O! «DIV/O

PROGRAMC PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN 
PENGEND/VLLUV PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

■................. .. - - 1 “  "

I 26i‘iuni*a^
I Pemeriksaan <̂ LHP)

JumlahSKPD yang 
mendapatkan 
Pemeriksaan Reguler

1.577.390.100 1.405.757.000 1.524.732.500 1.939.036.000 1.960.512.720 1.567.837.100 1.301.775.500 1.398.345.600 1.783.101.000 1.901 168.920 99% 93% 92% 92°o 97%

I Tingkat Penyelesaian 
1 27Jkasus Pengaduan 

1 Masyarakat

Jumlah permohonan 
yang diproses 787 400.000 377.185.000 387.387.500 452.300.000 485.722.749,60 740.750.000 325.415.000 370.972.500 431.932.500 478.495.000 94% 86% 96% 95% 99%

I 281 Jumlah Laporan TLHP

Persentase 
realisasi TLHP 
Pengawasan 
Aparat Pengawas 
BPK-RI

% batas waktu 
pelaporan yang 
dipenuhi 254.469.000 157.135.500 368.100.000 399.675.97630 492.113.500 212.748.000 112.462.000 365.392.000 368.966.386 489.783.500 84% 72% 99% 92% 100%

1291 ̂ re^uens* koordinasi 
I pengawasan 26.398.254 - - - 25.890.000 - - 98% «DI WO! «DI V/0! «DIV/O! «DI WO!

1 Jumlah Bimbingan 
I ̂  (Teknis Penerapan 
I j EKPPD menurut PP 
j jNomor 6 Tahun 2008

150.000.000 - - - 146.505.000 - - 98% «DI V/0! «DI V/0! «DIV/O! «DIV/O!

131 r  um*a*1 Laporan Hasil 
I Reviu Keuangan 33.125.000 68.813.000 123.800.000 76.725.000 114.026.000 32.425.000 68.696.500 123.800.000 76.725.000 114 026.000 98% 100% 100% 100% 100%

132 iReview RKA SKPD 145.403.000 143.582.300 99%

I ̂  I Jumlah l aporan 
1 Pemeriksaan Anjab - 65.325.000 56.170.000 - 111 954250 - 57.875.000 56.170.000 - 106.455.000 #DIV/0! 89% 100% «DI V/0! 95%

I Jumlah SKPD yang 
1 34 ¡mendapatkan 

¡pembinaan

’enurunan Tingkat
’elanggaran'Tenyele
dengan - 349.840.500 380.400.000 679.275.500 1.480 823.153 - 277.800.500 375.299.500 642.603.500 1.466.240.500 «DIV/0! 79% 99% 95% 99%

j ^ J  Jumlah la|X)ran audit 
j |danapilkada - 65.325.000 - - - - 58.600.000 - • «DIV/0! 90% «DI V/0! «DIV/O! «DI WO!

361 Jumlah LHE AKIP umlah Kabupaten 
ang dievaluasi - 94.190.000 91.655.000 154.083.500 187.310.000 - 84.140.000 91.580.000

.. . J
117.431.500 187 132.000 #DIV/0! 89% 100% 76% 100%



Jadwal PKPT tersediaJumlah pe^^rta 
RAKOR W' -ASDA se- 
Sulawesi

#DlV/0! ¿DI V/0!

Jumlah Lap^or^ 
Sertifikasi C3un 
Laporan H »sil '.lonev 
SPIP

#DIV/0! #DIV/0! # DIV/̂ O!
70.547.000 ¿DI V/0!178.770.627

PROGRAMI PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA 
PEMERI KZSADAN APARATUR PENGAWASAN

___
Jumlah peserta 
Pelatihan Kantor 

1 Sendiri (PKS)

Jumlah jam peUihan 
yang dilaksa.nal.in ¿DIV/0!

PROGRAM! PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 
PEMBANGrUPiAN DAERAH

Jumlah Kabupaten 
yang dievaluasi

Laporan LPF*D 
kabupaten ser-Pnvinsi 
Sulawesi B ara t

’47.034.300

42 Jumlah SOP ;yan§ terbit ¿DIV/0!

Mamuju/31 Desember j0 16

Pangkat: Patnbip; 
NIP :196712

Ttama Muda 
/98803 1 001

#DIV

ioo%

oDIVO

97%



c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung operasional saat ini pada Inspektorat Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat sebagai berikut:

Tabel 2.7
Rekapitulasi Barang ke Neraca T.A. 2017

KODE NAMA BARANG NILAI (Rp.) KET
01 Tanah Rp. o,- KIB A
02 Peralatan dan Mesin Rp. 3.646.624.465,- KIBB
02.02 Alat-alat besar Rp.
02.03 Alat-alat angkutan Rp. 2.025.764.065,-
02.04 Alat-alat bengkel dan alat ukur Rp. o,-
02.05 Alat-alat pertanian/peternakan Rp. 0,-
02.06 Alat-alat kantor dan Rumah Tangga Rp. 1.472.618.343,-
02.07 Alat studio dan komunikasi Rp. 88.836.816,-
02.08 Alat-alat kedokteran Rp. o,-
02.09 Alat-alat laboratorium Rp. 59.405.240,-
02.10 Alat-alat keamanan Rp. o,-
03 Gedung dan Bangunan Rp. 3.826.153.846,45 KIB C
04 Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp. 0,- KIB D
05 Aset Tetap Lainnya Rp. o,- KIB E
06 Konstruksi dalam pengerjaan Rp. o,- KIB F

TOTAL NILAI ASET Rp. 7.472.778.311,45
Sumber : Pengurus Barang Inspektorat, per 31 Desember 2017
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2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat Daerah

a. Tantangan (Threats) yaitu:

1) Tuntutan dari pengambil kebijakan dan seluruh stakeholders.

2 )  Semakin luas cakupan pengawasan Inspektorat

3 )  Semakin bervariasi bentuk perilaku penyelewengan

4 )  Objek Pemeriksaan masih belum memahami peran inspektorat sebagai Quality 

Assurance dan Consulting.

b. Peluang (Opportunities) yaitu ;

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Kebijakan 

Pengawasan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah.

2 )  Adanya dukungan kebijakan dalam bidang pengawasan dari Gubernur Sulawesi 

Barat serta alokasi anggaran pengawasan yang memadai.

3 ) Adanya Diklat pembentukan dan penjenjangan Stuktural, Fungsional Pengawas 

dan Diklat Teknis Subtansi secara periodik, seperti:

a. Diklat Auditor Terampil, Ahli, Ketua Tim, Pengendali Teknis dan 

Pengendali Mutu

b. Diklat Audit Finansial, Operasional dan Perhitungan Anggaran.

c. Diklat Audit Pemeriksaan Khusus/Audit Investigasi.

d. Diklat Pemeriksaan Teknis Departemen/Kementrian,.

e. Diklat Audit Kineija.

f. Diklat Struktural.

4 )  Adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya terhadap 

pemberdayaan kelembagaan Inspektorat.

5) Adanya penggunaan sistem informasi manajemen untuk mendukung efektifitas 

dan efisiensi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
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BAB m
PERMASALAHAN DAN ISU -  ISU STRATEGIS 

INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di 

antaranya yaitu :

a. Surat Itjen Kemendagri No.: 700/435/A.2/IJ, Tanggal 7 April 2017 dijelaskan 

bahwa terdapat minimal 31 jenis kinerja pengawasan Inspektorat dengan substansi 
kegiatan terdiri dari:

1. Kegiatan yang sifatnya pengawasan rutin;
2. Pengawasan prioritas nasional dan/atau daerah ;
3. Pengawasan Reformasi Birokrasi dan
4. Penegakan Integritas

kegiatan APIP tentunya membutuhkan alokasi sumber daya yang tidak sedikit, 

sehingga kedepan alokasi sumber daya baik sumber daya keuangan maupun sumber 

daya manusia pada Inspektorat memenuhi Surat Edaran Mendagri Nomor : 

900/2900/SJ, tanggal 23 September 2008, perihal prioritas anggaran minimal 1 % 

dari APBD untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan yang dipertegas dengan 
Surat Itjen Kemendagri Nomor : 700/435/A.2/IJ tanggal 7 April 2017 tentang 

standar perencanaan dan penganggaran bidang pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, pada tahun 2017 Inspektorat hanya memperoleh anggaran 
sebesar 0,55% dari APBD

b. Permasalahan-Permasalahan dalam Penyelesaian Tindak Lanjut

1. Lemahnya sistem pengendalian intern di masing-masing Satuan Ketja Perangkat 
Daerah terkait keuangan dan kinerja

2. Auditee kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan.

3. Pengembalian kerugian negara/daerah macet

4. Subyek tidak diketahui keberadaannya, lokasinya berada jauh dan atau dalam 
proses peradilan

5. Kas Tekor tidak diproses TP serta pengembalian ke Kas Daerah belum 
dilaksanakan.

c. Minimnya kuota / ketersediaan kelas bagi Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur 

yang ingin mengikuti pendidikan dan pelatihan fonnal maupun diklat teknis 
substansi.

d. Semakin luas dan bertambahnya obyek pemeriksaan tidak berbanding lurus dengan 
kemampuan sumber daya yang dimiliki.

Selain hal yang telah dikemukan di atas, berikut adalah pemetaan permasalahan lainnya 

berdasarJtan j , llis KspUHl y<mjl 1 0 1 «  » 1 1 1  PTOglam !
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TABEL 3.1
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

No. Masalah Pokok Masalah Akar Masalah K eterangan
1 2 3 4 5

1 I2.apat Koordinasi Tingginya permintaan (undangan) yang masuk
1. Jalur koordinasi hampir di seluruh kementrian / lembaga, namun 
anggaran perjalanan dinas terbatasnya
2. waktu undangan kadang hampir bersamaan

2 Peningkatan Kapabilitas Aparatur panjangnya daftar antrian peserta diklat, standar kebutuhan tenaga 
fungsional pengawas belum memenuhi

Keterbatasan Anggaran Diklat, dan ketersediaan kuota oleh 
pelaksana diklat sangat terbatas

3 Pemeriksaan Reguler / PKPT Tindak kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang 
berlaku masih rendah, sehingga temuan masih banyak

1. Aparatur kurang membaca dan mengupdate peraturan perundang 
undangan yang berlaku
2. kurangnya sanksi tegas atasan OPD terutama temuan aspek 
kepegawaian

4 Penanganan kasus (Pemeriksaan 
Khusus) kasus pengaduan bertambah

1. masih terdapat proses pengadaan yang dilakukan tidak sesuai 
dengan ketentuan
2. tingginya angka pengaduan perceraian di kalangan Aparatur Sipil 
Negara dan pengaduan lainnya

5 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan rersentase rekomendasi yang ditindaklanjut masih rendah
Auditee kurang memiliki komitmen untuk menyelesaikan tindak 
lanjut hasil pemeriksaan, 4. Subyek tidak diketahui keberadaannya, 
atau lokasinya berada jauh dsb

6 Reviu Laporan Keuangan OPD
para penyusun Laporan Keuangan di masing-masing OPD belum 
memahami penyusunan laporan keuangan sesuai Standar 
Akuntansi Pemerintah

Bendahara dan Pejabat lainnya cepat berganti

7 Reviu Dokumen Perencanaan OPD Dokumen Perencanaan belum selaras, indikator kinerja belum 
SMART-C

Penyusun Dokumen Perencanaan belum bersertifikat Diklat 
Perencana, Reviu berjenjang tidak berjalan maksimal

8 SAKIP medikat SAKIP Provinsi dan OPD masih rendah
Tingkat kesesuaian dokumen perencanaan masih 
rendah,Pengumpulan Data Kinerja belum berbasis aplikasi e- 
Goverment

9 LPPD 3eringkat LPPD di tingkat nasional masih masuk dalam 20 besar data pendukung tidak lengkap



10 SPIP dan Kapabilitas APIP Masih terdapat OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP di bawah 
Level 3

masih banyak OPD yang memiliki nilai maturitas SPIP di level 1 
dan 2 dikarenakan kurangnya data dukung

11 F?eviu Penyerapan Anggaran dan PBJ keterlambatan proses lelang PBJ
OPD lambat menyampaikan administrasi paket lelang ke ULP, 
OPD lambat menginput dan mengumumkan seluruh paket Rencana 
Umum Pengadaan (RUP)

12
PlMPRB, Rencana Aksi Daerah 
Pencegahan dan Pemberantasan 
iCorupsi

PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan 
kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan 
pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam

PTSP belum membuat laporan evaluasi efektifitas pelimpahan 
kewenangan, izin dan non izin serta penerapan ketentuan 
pelaksanaan pembayaran pajak dan retribusi daerah dalam

Kinerja pejabat pengelola infonnasi dan dokumentasi (PPID 
belum maksimal terutama dalam pubikasi infonnasi dasar kepada 
masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website 
dsb)

Kinerja pejabat pengelola infonnasi dan dokumentasi (PPID) belum 
maksimal terutama dalam pubikasi infonnasi dasar kepada 
masyarakat baik melalui kegiatan maupun media online (website 
dsb)

Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan 
barang dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan 
RUP dan realisasi paket sesuai jadwal

Transparansi dan Akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang 
dan jasa masih terkendala dari keterlambatan penginputan RUP dan 
realisasi paket sesuai jadwal

Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum 
dipublikasikan

Laporan pertanggungjawaban penerima hibah dan bansos belum 
dipublikasikan

13 LHKPN / LHKASN Wajib Lapor tidak tepat waktu SPI OPD masih rendah, minimnya tingkat kepatuhan Aparatur- dan 
kurang memahami penguasaan teknologi

Wajib Lapor kurang memahami petunjuk pengisian kurang sosialisasi

14 Dana Desa Pengawasan Dana Desa yang dilakukan di beberapa desa yang 
dijadikan sampel

Anggaran Pengawasan Dana Desa dan Jumlah tenaga Fungsional 
Pengawas belum dapat mengimbangi banyaknya jumlah Desa yakni 
575 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Barat

Kompetensi Kepala Desa dan bendahara desa terkait Sistem 
5engelolaaan Keuangan Desa masih rendah

Kompetensi Kepala Desa dan Bendahara Desa terkait Sistem 
Pengelolaaan Keuangan Desa masih rendah

Pengelolaan Dana Desa belum tr ansparan yang mudah dilihat atau 
diakses publik

Pengelolaan Dana Desa belum transparan dan akuntabel yang 
mudah dilihat atau diakses publik

masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana 
desanya tanpa melibatkan perangkat desa

masih terdapat beberapa kepala desa mengelola sendiri dana 
desanya tanpa melibatkan perangkat desanya

reketjaan fisik tumpang tindih (sumber anggaran tidak jelas)

tidak ada bukti atas pekerjaan yang fisik berapa label, plakat, 
sehingga pengawas tidak mengetahui sumber pendanaan kegiatan 
tersebut, ini dapat berpotensi double penganggaran untuk 1 (satu) 
pekerjaan



15 Xhna BOS Pengawasan Dana BOS belum dilaksanakan secara intensif dan 
efektif belum adanya Juknis tentang pengawasan Dana Bos

Belanja penggunaan dana Bos tidak sesuai Petunjuk Teknis 
(juknis)

Kepala Sekolah dan Bendahara kurang memahami peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku, belanja penggunaan dana Bos 
tidak sesuai Petunjuk Teknis (juknis)

16 Saber Pungli
Pungutan liar masih kerap terjadi yang dilakukan oleh oknum- 
oknum yang tidak bertanggungjawab, Tim Satgas Saber Pungli 
Inspektorat tidak memiliki Kewenangan Penindakan Hukum

menurunnya tingkat kejujuran oknum Aparatur, kewenangan Tim 
Saber Pungli sangat kecil

17 Pengawasan Lainnya masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terkait Pelayanan 
Publik

Directment on the right place Sumber Daya Aparatur dan 
pembekalan kompetensi Aparatur yang memberikan layanan belum 
maksimal



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Tahun 2017-2022, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi

Barat yang terpilih adalah :

“SULAWESI BARAT MAJU DAN MALAQBI“

Dari visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yaitu :

Misi 1 :

Membangun Sumberdaya Manusia Berkualitas, Berkepribadian dan Berbudaya.

Misi 2 :

Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Modem dan Terpercaya

Misi 3 :

Membangun dan menguatkan konektivitas antar wilayah berbasis unggulan strategis.

Misi 4 :

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inovatif dan berdaya saing tinggi.

Misi 5 :

Mengarustamakan lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengawal seluruh misi Gubernur Sulawesi

Barat dengan penjelasan misi sebagai berikut:

- Kondisi pemerintahan dimana para pelaku yang terlibat di dalamnya menjaga diri 

dari perbuatan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Perekonomian Sulawesi 

Barat yang semakin maju dan berdaya saing, bersinergi antar skala usaha, berbasis 

ekonomi pertanian dan non pertanian yang mampu menarik investasi dalam dan luar 

negeri, menyerap banyak tenaga keija, serta memberikan pemerataan kesejahteraan 

bagi seluruh masyarakat.

- Masyarakat dan pemerintahannya dalam arti berpengetahuan, berketerampilan 

berbudaya dan religius.

- Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
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Berdasarkan RPJMD pada BAB IV adalah :

Tabel 5 .1 . 
K eterkaitan V isi Pem bangunan Antar D okum en Perencanaan

RPJMD SULBAR 
2017-2022

RPJMN
2015-2019

RPJMN
2020-2024

Sulawesi Barat 
Maju dan Malqbi

Terwujudnya Indonesia 
Yang Berdaulat, Mandiri 

dan Berkepribadian 
Berlandaskan Gotong 

Royong

Indonesia 
Berpenghasilan 

Menengah - Tinggi 
yang Sejahtera, Adil, 

dan
Berkesinambungan

Keywords :
1. Maju
2. Mdlaqbi

Keywords :
1. Berdaulat
2. Mandiri
3. Berkepribadian

Keywords:
1. Berpenghasilan 

menengah - Tinggi
2. Sejahtera
3. Adil
4. Berkesinambungan

Sumber: Bappeda Provinsi Sulawesi Barat

Tabel  5.3.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan 2017-2022

Visi : u Sulawesi Barat Maju dan Malaqbiqv'

Sh « .
Kondud

Awal CajMUM2 Tare»t« « « « u Akhir
2017 2018 2019 2 020 2021 2022

1.

Merabangun Sumber Daya 
Manusia. Berkruahtas. 
fory.'r.■s.-im» rfgy 

Berbudaya

Meningkatkan Kualitas 
Sumber Daya Manusia yang 

Tei aictk. Sehat, dan 
Berbudaju

j .
M erangkainya Kuafctas 
Pembangunan M anusia

Indeks 
Pembangunan. 
M anusia iPotnl

64.3 65.1 6o,73 68,65 69.63 70.53

2
Berkembangnya Kehidupan 

Masyarakat yang Berbudaya. 
Tertib dan Tentram

.Angka, rfrarinabtas 
(Persen) 15.35 16.01 13.34 13.04 12.22 l t r 3«

5.
Mewigudkan Pemerintahan 
yang Bersih. Modern, dan 

Terpercaya

Meningkadcan Kapasitas 
Kelembagaan dan  Kuabtai 

ASN u n tuk  Penerapan 
Kepemerintahan yang Baik

Meningkatnya Kualitas dan 
Kapasitas Pemerintahan ysoag 

Akun tabel dan Modern

Indeks Reformasi 
Birokrasi 

lFoin/Kai*eorii
CC CC B E A A

3.
M embangun dan M enguatkan 

Konefctratas .Antar WSayah 
Berbasis Ungguian Strategis

Meningkatkan Kuantitas dan 
Kualitas in frastruktur un tuk  

Mendorong Produktivitas 
Wilayah dan  KciwfcfcviSas 

.Antar Wilayah

1..

Meningkatnya Kapasdas 
Infrastruktur dalam 

Menunjang Perekonomian 
Daerah. Mobilitas Penduduk, 

ser ta  Penrukacan dan 
Perumahan

Persentase Kondisi 
Mantap Jalan 

Provois: tPerseni
31 34. M 37,24 47.65 57.65 67,65

Persentase
Elektrifkasi

(Fersea?
36 33.38 90 92 94 96

Persentase 
Rumah Layak Huni 

iFtasem
85,33 90.12 90 93 95 97

47



tm
T ^ “ S w i » c « * 1“  <*«»*»

301» ! 2010 2020 J  20?» I

2.

M eningkatnya K onektn ttas 
A n tara W ilayah Pulau Kecil 
d en g a n  D a ratan  U tam a dan  
A n tara  D esa  d engan  K ota 

dalam M engurangi D isparitas 
Wilayah

P e rse n ta se  D aerah  
T ertinggal (Persen)

30 6! 54 46 30

4.
Misadagkaiksin P ertu m b u h an  

Ekonom i y an g  Inovatif dan 
B erdaya Saing Tinggi

Mewvvudksm P ertum buhan  
Ekonom i yan g  Berkualitas, dan  

Pen ingkatan  D aya Saing 
B erbasis Ekonom i Lokal

1 T erw ujudnya P ertum buhan  
Ekonomi B erkualitas

P ertu m b u h an  
Ekonomi (Perseni 6.25 S .66 6.61 7,09 7.63

Tingkat 
P engangguran  

T erb u k a (Perseni
3,16 j 3.13 2 ,5 6 2.41 2,23

Angka K em iskinan 
(Persen)

11,22 10.95 9,62 9 .3 4 9,06

Indeks 
Gmi Rasio ¡Poin) 0 .366 0,365 0,352 0.345 0.338

2 M eningkatnya D aya Saing 
Ekonom i Lokal

Peringkat Daya 
Saung D aerah  iKe-i 31 25 23 20 18

5,
M endorong P en g aru tu ta m a an  

Lingkungan H idup u n tu k  
Pem bangunan  B erkelan ju tan

M em elihara D aya D ukung  dan 
Ds,va. T am pung Lingkungan 

H idup d an  Sum ber D aya Akur.

T erpeliharanya D aya D ukung dan 
Kuahtas L ingkungan Hidup

Indeks Kualitas 
L ingkungan Hidup

JPoir.)
67 ,79 72 73 75 75

Berdasarkan RPJMD pada BAB VI adalah :

:y. • • §"v ■ -■ •• ■ v 
Visi : Sulawesi B aiat Maju dan Malaqbi

■ ' . .
Misi 2  t Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modern, dan Terpercaya

' ' • :

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1. Manajemen Perubahan

2. Penataan Peraturan Perundang- 
undangan

Meningkatkan Tata 
Kelola Pemerintahan 
yang Efektif dan 
Efisien melalui 
Peningkatan

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Meningkatkan
Kapasitas Meningkatnya 4. Penataan Tata Laksana

1.
Kelembagaan dan 
Kualitas AS N 1.

Kualitas dan 
Kapasitas 
Pemerintahan yang 
Akuntabel dan 
Modern

1. 5. Penataan Sistem Manajemen SDM 
Aparatur

un tuk Penerapan 
Kepe meri n tahan 
yang Baik

Dukungan Sistem 
Data dan Informasi 
Terintegrasi menuju 
Good Governance

6. Penguatan Akuntabilitas Kinetja

7. Penguatan Pengawasan

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

9. Pengembangan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik
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BAB VII, halaman 423
1 0 ________ m  »

r T T -------------------------- ---

,, ,
, ,  i r „ , ,  , ___________

—

PV»' -3T. iK U n l fip.r- HttTaJiglocCT-a EsatM  yaa». 
Mfcnsapa-JiÄf. Pamtm saa oscv T c .  »n IBO a u . o ; l.CC 4.66».** 1.00 i.*8S,i0 s u p u ru n s  Cyuraa

T n itK  u tb u ia x  3KF SPD L*t*l «-ÖO e.cc ¡zzp tinant

p*ajtma M S  yam;
Pn4de*t tW tac Korupsi OPD e. as U .M It.S* » a i

m M u a  sm o t  T v v m c i  i', a m Pr«aiio« CC » at» SuptKraru O««r*o

r m  1  -  1T_____ -J,- ■ >1
■rJcujäq Cfcy*k

m ortias NancaW Oaaa » 3 3  fta» S-iDOT FUXOV:

BAB VII, halaman 441

BAB VII, halaman 483
'%' g m m m m m

A  s

1 i  1
484 M eningkatnya E n tita s  y a n g  M endapatkan  

P em b in aan  d a n  P engaw asan Persen 1.00 1,00 1,00 - - - In sp e k to ra t D aerah

485 T ingkat M atu rita s  SPIP O PD Level 5,00 3,00 3,00 - - In sp e k to ra t D a era h

4 86 F a s is  tas i G PD y an g  M endacat P red ikat 
B ebas K orupsi

OPD 3.00 13,00 13,00 - - In sp e k to ra t D aerah

4 87 P red ik a t SAKIP S ulaw esi B ara : P red ik a t CC B BB - - In sp e k to ra t D a era h

48 8
C ak u p an  O byek P engaw asan  P rio ritas 
N asional iD ana D esa, D a n a  BOS d a n  Safcer 
PUNGLI»

P ersen 1.00 1,00 i .  00 - - - In sp e k to ra t D aerah

BAB VII, halaman 483

pem da
P erse n ta se  p e n g a d u a n  m asy arak a t 
m em enuhi sy a ra t yang  d itindak lan ju ti

Faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Misi

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, yaitu:

faktor Penghambat:

1) Jumlah Sumber Daya Aparatur Pengawas yang masih belum memenuhi standar 

kebutuhan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

2) Alokasi sumber daya baik sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia 

pada Inspektorat belum memenuhi Surat Edaran Mendagri Nomor : 900/2900/SJ, 

tanggal 23 September 2008, perihal prioritas anggaran minimal 1 % dari APBD 

untuk peningkatan pembinaan dan pengawasan, yang dipertegas dengan Surat Itjen 

Kemendagri Nomor : 700/435/A.2/IJ tanggal 7 April 2017 tentang standar 

perencanaan dan penganggaran bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
daerah

3) Keterbatasan sarana dan prasarana sehingga belum dapat mengikuti perkembangan 

Teknologi Informasi khususnya dukungan fasilitas perangkat lunak (Software) yang 

memudahkan/mengefisienkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi.
4) Kurangnya komitmen dan Jcerjasama yang baik dari seluruh obyek

dsl3.ni menyiapkan/memberikan data yang dibutuhkan oleh aparatur pengawas
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secara tepat waktu serta tingkat kepedulian menindaklanjuti rekomendasi hasil 

pengawasan yang masih rendah.

faktor Pendorong :

1) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah yang setiap tahun terbit sebelum memasuki tahun anggaran.

2) Surat Inspektorat Jenderal Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/435/A.2/IJ tentang 

Standar Perencanaan Dan Penganggaran Bidang Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Tahun 2018

3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Sulawesi Barat Nomor 79).

4) Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan dan 

Peta Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

5) Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

6) Dukungan Alokasi Anggaran serta sarana dan prasarana yang memadai

7) Adanya komitmen/dukungan yang jelas dari Kepala Daerah

8) Adanya Satgas-Satgas internal yang dibentuk dan bekerja secara maksimal

9) Melaksanakan pengawasan berdasarkan skala prioritas dan risiko tertinggi

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Tidak terdapat telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tidak terdapat telaahan RTRW dan KLHS dapat dilihat pada tabel 3.4 dan tabel 3.5 

berikut:
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Tabel 3.4 
Hasil Telaahan 

Pola Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No. Rencana Pola 
Ruang

Pola 
Ruang Saat 

ini

Indikasi Program 
Pemanfaatan Ruang 

Pada Periode 
Perencanaan 
Berkenaan

Pengaruh Rencana 
Pola Ruang 

terhadap Kebutuhan 
Pelayanan OPD

Arahan Lokasi 
Pengembangan 
Pelayanan OPD

0 ) (2) (3) (4) (5) (6)
1

Tabel 3.5
Faktor penghambat dan Pendorong Pelayanan 

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 
Ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS

No. Aspek Kajian Ringkasan
KLHS

Implikasi Terhadap 
Pelayanan SKPD

Catatan bagi Perumusan 
Program dan Kegiatan OPD

(D (2) (3) (4) (5)
1

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

1. Gambaran Pelayanan Inspektorat Daerah;

a. Aktivitas assurance melalui Audit, Pembinaan, Reviu, Monitoring dan Evaluasi

b. Penanganan Pengaduan Masyarakat / Pemeriksaan khusus

c. Pemberian Saran / Rekomendasi kepada Kepala Daerah / Kepala OPD / Kepala 

Desa

d. Fasilitas koordinasi, klarifikasi dan penyelesaian permasalahan serta permintaan 

informasi

e. Konsultasi dan Pendampingan

f. Pemberian informasi kepada APIP

2. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L 

Tidak ada

3. Sasaran Jangka Menengah pada RPJMD Provinsi Sulawesi Barat

4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Inspektorat Daerah

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Inspektorat Daerah
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BAB IV 
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat Daerah

Peran pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dimaksudkan untuk 

memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi 

Sulawesi Barat, sekaligus memberikan peringatan dini (early warning) terhadap potensi 

penyimpangan dan kecurangan yang terjadi yang disebabkan kelemahan dalam sistem 

maupun sebagai akibat dari tindak pelanggaran individu. Dengan demikian akan 

meningkatkan kepercayaan publik (public trust) terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

yang transparan dan akuntabel serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Atas dasar pemikiran tersebut Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merumuskan 

tujuan dan Sasaran Jangka Menengah sebagai berikut:

Tuijuan

1. Meningkatkan pengawasan 
terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Sasaran

1. Meningkatnya pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan daerah

2. Meningkatkan Kinerja 
Pengawasan 
Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah

1. Meningkatnya Kinerja Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

3. Meningkatkan pengelolaan 
organisasi lingkup 
Inspektorat

1. Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup 
Inspektorat

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai tersebut, Inspektorat Provinsi 

Sulawesi Barat merumuskan faktor kunci keberhasilan (FKK) sebagai berikut:

1. Kompetensi SDM

2. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

3. Adanya sumber Dana yang memadai

4. Adanya komitmen/dukungan yang jelas dari Kepala Daerah

5. Adanya Satgas-Satgas internal yang dibentuk dan bekeija secara maksimal

6. Melaksanakan pengawasan berdasarkan skala prioritas dan risiko tertinggi
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TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target Kinerja Pada Tahun Ke- Kondisi Alchir

2017 !>! 2020 2022 Renstm
1 Meaiingkatnya kompetensi 

sumber daya aparatur 
penjjawas 
IK Tujuan :
Bertambahnya jumlah 
tenaiga fungsional pengawas

1. Meningkatnya Tenaga 
Funesional Auditor

Jumlah Tenaga Fungsional Auditor 
(IKU)

a. Auditor Pertama
b. Auditor Muda
c. Auditor Madya
d. Auditor Utama

10 Orang

3 Orang 
6 Orang 
1 Orang 

Orang

5 Orang

1 Orang 
4 Orang 

Orang 
Orang

5 Orang

1 Orang 
3 Orang 
1 Orang 

Orang

20 Orang

5 Orang 
13 Orang 
2 Orang 

Orang
2. Meningkatnya Tenaga Jumlah Tenaga Fungsional P2UPD 1 Orang 1 Orang 1 Orang 3 O rang

a. Pengawas Pemerintah Pertama
b. Pengaw'as Pemerintah Muda
c. Pengawas Pemerintah Madya

1 Orang 
Orang 
Orang

Orang 
1 Orang 

Orang

1 Orang 
Orang 
Orang

2 Orang 
1 Orang 

Orang
Jumlah Tenaga Fungsional Auditor Orang Orang Orang O rang

a. Audiwan Pertama
b. Audiwan Muda
c. Audiwan Madya

Orang
Orang
Orang

Orang
Orang
Orang

Orang
Orang
Orang

Orang 
Orang 1 
Orang

2. Meningkatnya kompetensi 
sumber daya aparatur

Jumlah Sumber Daya Aparatur yang 
mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 
Kepemimpinan (LATPIM)

0 Orang 0 Orang 1 Orang 1 Orang

a. Diklat PIM IV
b. Diklat PIM III
c. Diklat PIM II

Orang
Orang
Orang

Orang
Orang
Orang

1 Orang 
Orang 
Orang

1 Orang 
Orang 
Orang |

3. Meningkatnya kompetensi 
Sumber Daya Aparatur

Proporsi ASN yang mengikuti Diklat 
Peningkatan Kapasitas (%) 14% (10 Orang) 7% (5 Orang) 10% (7 Orang) 10% (46 Orang) 1

Jumlah Pegawai yang mengikuti 
Bimtek/Sosialisasi/Diseminas i/Works 
hop/Lokakarya dll

10 Orang 12 Orang 14 Orang 36 Orang

Jumlah Pegaw ai yang mengikuti 
kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri 
(PKS)

70 Orang 70 Orang 70 Orang 210 Orang 1

Jumlah Jam dilaksanakannya kegiatan 
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) 40 Jam 40 Jam 40 Jam 120 Jam I

2 f 
F
Jeningkatnya pengawasan . 
»enyelenggaraan 1. Tingkat Kapabilitas APIP Nilai Kapabilitas APIP 2 Level 2 Level 3 Level 3 Level



No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target Kinerja Pada Tahun Ke- Kondisi AlcJiir

2017 2018 | 2019 2020 t ® 2 0 2 1 j § - , 2022 Renstra

per*ierintahan daerah

IK Tujuan:

N il^i Level

2. Tingkat Maturitas SPIP Nilai Maturitas SPIP 1 Level 1 Level 3 Level 3 Lev'el

3 Meaiingkatnya Kinetja 
Pen yelaiggaraan

IK 'Tujuan :
Opixii BPK

1. Opini BPK

2. Nilai Evaluasi AKIP

3. predikat SAKIP CC ke atas

Nilai Penilaian Mandiri
4. Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMPRB)

5. Nilai EKPPD

Opini BPK atas penyajian laporan 
keuangan pemda

WTP WTP WTP WTP

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 43 LHE 43 LHE 43 LHE 129 IEEE

a. Evaluasi AKIP 41 LHE 41 LHE 41 LHE 123 LELE
% OPD yang memiliki predikat 
SAKIP CC ke atas

30% 35% 40% 75%

Evaluasi Penilaian Mandiri 
c. Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMRB)
1 LHE 1 LHE 1 LHE 3 LHE

d. EKPPD 6 Kabupaten 6 Kabupaten 6 Kabupaten 18 Kabupaten

Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 
komprehensifyPKPT 31 LHP 31 LHP 31 LHP 93 LHP

Jumlah OPD yang mendapatkan 
pembinaan 41 OPD 41 OPD 41 OPD 123 OPD

Jumlah Laporan Hasil Reviu 82 LHR 82 LHR 82 LHR 246 LHR
a. Reviu Laporan Keuangan 41 LHR 41 LHR 41 LHR 123 LHR

Reviu Dokumen Perencanaan 
b OPD 41 LHR 41 LHR 41 LHR 123 LHR

Persentase SKPD yang memiliki 
Sistem Pengendalian Intern 
kategori memadai (Baik)

50 % 55 % 60 % 75 %

Jumlah Organisasi Perangkat Daerah 
yang dievaluasi 40 OPD 40 OPD 40 OPD 120 OPD

Jumlah Pemerintah Kabupaten yang 
dievaluasi

6 Pem. Kab. 6 Pem. Kab. 6 Pem. Kab. 18 Pem. Kab.

Jumlah Laporan Hasil Monitoring 
SPIP

38 LHP 38 LHP 38 LHP 114 LHP

Terselenggaranya koordinasi dan 
sinergitas pelaksanaan pengawasan 
AP1P

1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 3 Kegiatan



No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target Kinerja Pada Tahun Ke- Kondisi A lt hir

2017 2018 2020 2022 Rcnstra

Jumlah peserta Rapat Koordinasi 
Pengawasan (Rakorwas) APIP 16 Orang 18 Orang 20 Orang 54 O rang

Terbitnya SK Gubernur tentang 
Program Kerja Pengawasan Tahunan 
(PKPT)

SK 
Gubernur 
tentang 

1 Peta 
Pengawas 
an Kerja 
Tahunan

SK 
Gubernur 
tentang 

1 Peta 
Pengawas 
an Keija 
Tahunan

SK 
Gubernur 
tentang 

1 Peta 
Pengawas 
an Kerja 
Tahunan

SK Gubernur 
tentang peta 

3 Pengawasan 
K erja 

T ahu nan

Fasilitasi OPD yang mendapat 
predikat zona bebas korupsi OPD 8 OPD 13 OPD 28 OPD

Cakupan obyek pengawasan prioritas 
nasional (Dana Desa, Dana Bos dan 
Saber Pungli)

25% 25% 25%

4 M enurunnya kasus maupun 
penyim pangan yang terjadi 
dalam penyelenggaraan 
pem erintahan

IK T  u juar~ a :

Tingkat Penyelesaian kasus 
Pengaduan Masyarakat

1 Tingkat Penyelesaian kasus 
Pengaduan Masyarakat

Tingkat Penyelesaian kasus 
Pengaduan Masyarakat 100% 100% 100% 100%

2. % temuan BPK yang 
ditindaklanjuti

Persentase temuan BPK yang 
ditindaklanjuti 50% 75% 75% 75%

No. ' T  ajuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target Kinerja Pada Tahun Ke- Kondisi Akhir 

Rcnstra2017 2018 ¿01“ 2020 2021, i  (Yy y
1

J

f'
F
*

Meningkatktan pengawasan 1 
rcnyelenggaaraan 
jem erintahiia daerah

K Tujuan -

‘ersentase H asil Penilaian 
donitoring Control 
’revention (M CP) 
lorsupgah iCPK

l. Meningkatnya pengawasan 
terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Persentase Hasil Penilaian 
VIonitoring Control Prevention 
’MCP) Korsupgah KPK

80% 80% 80% 80%



Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Sasaran
Target Kinerja Pada Tahun Ke- Kondisi A kJiir

No. 2017 2018 2019 > 2020 202! Renstra

2 Me, i i n g l - = « tJian KmcrJa 
Pemy e l
P e m e n u h a n -Daerah

Meningkatnya kineija 
1. pengawasan penyelenggaraan 

pemerintahan daerah
Level Nilai Maturitas SPIP 3 3 3

IK 'T u j u  :

Lev^l T i i '» S ^ cat Kapabilitas 
APTT

Level Tingkat Kapabilitas APIP 3 3 3

3 M en in g k -e itT iii11 pengelolaan
orgaJiisas i  lingkup
Insp e k to r  -^31

j Meningkatnya pengelolaan 
organisasi lingkup Inspektorat Nilai RB Lingkup Inspektorat B B BB BB

IK T u j u i * n  :

Nilai RB T - i n i ^ P
I n s p e k to r a t



TABEL 4.2 
INDIKATOR TUJUAN DAN TARGET JANGKA MENENGAH  

INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

No. Tujuan Indikator Kinerja Tujuan
Kondisi Awal 

Renstra
Target Akhir 

Renstra

1 Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya 
Aparatur Bertambahnya jumlah tenaga fungsional pengawas 42 46

2 Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Opini BPK atas penyajian laporan keuangan pemda WTP WTP

3 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Tingkat maturitas SPIP OPD level 1 Level 3

No. Tujuan Indikator Kinerja Tujuan
Kondisi Awal 

Renstra
Target Akhir 

Renstra

I
Meningkatnya Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah

Persentase Hasil Penilaian Monitoring Control 
Prevention (MCP) Korsupgah KPK

80% 80%

2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah Level Tingkat Kapabilitas APIP level 2 Level 3

3 Meningkatnya pengelolaan organisasi lingkup 
nspektorat Nilai RB Lingkup Inspektorat B BB



Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malagbi

Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modem dan Terpercaya

No - Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 M«eningkatnya kompetensi 
S i.*, nber Daya Aparatur j j Meningkatnya kompetensi sumber daya 

aparatur

Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur Inspektorat 
1 1 j Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pendidikan dan 

Pelatihan Pembentukan/Penjenjangan tenaga fungsional 
Auditor maupun P2UPD

Keikutsertaan sumber daya aparatur mengikuti diklat 
1. 1 Pembentukan/Penjenjangan fungsional pengawas, 

Teknis Substansi

Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur Inspektorat 
1.1.2 Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam Pendidikan dan 

Pelatihan Teknis Subtantif

 ̂ 2  Mengadakan kegiatan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS )  / 
m honse training secara berkala

j 2  Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan 
Prasarana 1.2.1 Identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana

Menginput Rencana Umum Pengadaan di awal tahun 
1.2.1 anggaran serta melaksanakan Pengadaan Barang dan 

Jasa tepat waktu

j Meningkatnya Pengembangan Capaian 
Kineija dan Keuangan

! , j Pendampingan penyusunan LKPD Pemerintah Daerah dan 
Perangkat Daerah 1.3.1 Pembentukan Satgas LKPD dan Satgas APBD

2 I Meningkatnya 
(Pengawasan 
1 Penyelenggaraan 
jPenxerintahan Daerah

2  j Terlaksananya Tugas Pengawasan 
Mandatory

Perumusan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan 
7 j j SPIP, mengidentifikasi area pengendalian yang perlu

mendapat perbaikan, merencanakan strategi/rencana aksi, 
Asistensi OPD

2  j j Pembentukan SATGAS SPIP, Asistensi, melengkapi 
seluruh dokumen pendukung

2  2  Terlaksananya Tugas Pengawasan 
Permintaan

Perumusan strategi peningkatan Kapabilitas APIP,
2.2.1 mengidentifikasi area pengendalian yang perlu mendapat 

perbaikan, merencanakan strategi/rencana aksi

Pembentukan SATGAS Kapabilitas APIP, menyusun 
2  2  j PKPT berbasis risiko, Tenaga Fungsional yang

memadai dan kelengkapan seluruh dokumen pendukung 
lainnya

3 ¡Meningkatnya kineija 
1 penyelenggaraan 
1 pemerintahan daerah

3.1 Terlaksananya Kegiatan Pembinaan j j Asistensi, Bimbingan Teknis, Reviu Laporan LKjIP 
Perangkat Daerah tepat waktu dan berkualitas

 ̂ j Pembentukan SATGAS Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah, pemanfaatan e -SAKIP

3.2 Meningkatnya Nilai Maturitas SPIP 3.2.1 Asistensi, Bimbingan Teknis, Monitoring secara berkala 3.2.1 Pembentukan SATGAS Reformasi Birokrasi

Meningkatnya Tingkat Kapabilitas 
APIP

 ̂  ̂ j Pendampingan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah dan 
Perangkat Daerah

Pendampingan penyusunan LPPD Pemerintah Daerah 
dan Perangkat Daerah, Pembentukan SATGAS LPPD

Meningkatnya Hasil Nilai Monitoring 
3 .4 Control Prevention (MCP) Korsupgah 

KPK

 ̂ j Reviu Laporan Keuangan Perangkat Daerah tepat waktu 
dan berkualitas

3.4.1 Pembentukan SATGAS LKPD, pendampingan



HO^gg Renstra OPD PK Eselon II PK Eselon III PK Eselon IV
BPSC

Level Kode Pet 
Strategi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 

Kegiatan Sub Kegiatan
Sasaran Sub 

Kegiatan
Indikator « inerji 

K e g ia ta n
Stakrsholde
Persp»e«tiv<

fTuf oan)

r  lUeningkatkan 
s I fengawasan terhadap 

Jienyelenggaraan 
J pemerintahan daerah

SS.1
Meningkatnya pengawasan 
terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Persentase Hasil Penilaian 
Monitoring Control 
Prevention (MCP) 
Korsupgah KPK

Meningkatnya pengawasan 
terhadap penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Persentase Hasil Penilaian 
Monitoring Control Prevention 
(MCP) Korsupgah KPK

- ■/; J

Custcrrer 
Perepr «active 
(Sateiran)

-

I Meningkatnya kinerja 
f pengawasan 
f penyelenggaraan 
I pemerintahan daerah

SS.2

Meningkatnya kinerja 
pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Level Nilai Maturitas SPIP
Meningkatnya kinerja pengawasar 
penyelenggaraan pemerintahan 
daerah

---------------

Level Nilai Maturitas SPIP

Level Tingkat Kapabilitas 
API P Level Tingkat Kapabilitas APIP

| Meningkatnya 
I pengelolaan organisasi 
| f* njkup Inspektorat

Meningkatnya pengelolaan 
organisasi lingkup Inspektorat Nilai RB Lingkup Inspektorat Meningkatnya pengelolaan 

organisasi lingkup Inspektorat Nilai RB Lingkup Inspektorat

Internal
Process

Perspective
(Bidang)

| F^ngram 
F^eryelenggaraan 

[ F^etgawasan

Meningkatkan pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Opini BPK atas penyajian 
laporan keuangan pemda

Meningkatkan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan 
daerah

Opini BPK atas penyajian 
laporan keuangan pemda

Penyelenggaraan 
Pengawasan Internal

Terlaksananya Tugas
Pengawasan
Mandatory

Persentase 
terlaksananya tugas 
pengawasan mandatory Audit Kinerja dan Keuangan

OPD Lingkup 
Pemprov. Sul-Bar

Jumlah Laporan Hasil 
Audit

Penyelenggaraan 
Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu

Terlaksananya Tugas
Pengawasan
Permintaan

Persentase 
terlaksananya tugas 
pengawasan 
berdasarkan perintah

Reviu Kinerja dan Keuangan
OPD Lingkup 

Pemprov. Sul-Bar
Jumlah Laporan Hasil 
Reviu

Pemantauan Kinerja dan 
Keuangan

OPD Lingkup 
Pemprov. Sul-Bar

Jumlah Laporan Hasil 
Pemantauan

.
Evaluasi Kinerja dan 
Keuangan

OPD Lingkup 
Pemprov. Sul-Bar

Jumlah Laporan Hasil 
Evaluasi

Audit Kinerja dan Keuangan OPD Lingkup 
Pemprov. Sul-Bar

Jumlah Laporan Hasil 
Audit

Reviu Kinerja dan Keuangan
OPD Lingkup 

Pemprov. Sul-Bar
Jumlah Laporan Hasil 
Reviu

Jv'jM  ;
Pemantauan Kinerja dan 
Keuanaan

OPD Lingkup 
Pemnrov. Sul-Bar

Jumlah Laporan Hasil 
Pemantauan

Evaluasi Kinerja dan 
Keuanaan

OPD Lingkup 
Petrrarov. Sul-Bar

Jumlah Laporan Hasil 
Evaluasi

p
K
p
Ab

roggran Perumusan
abijakan,
a n d  ampingan dan
"■t.,*i,:

Meningkatnya penyelesaian 
engaduan

3ersertase pengaduan 
masyarakat 
memenuhi syarat yang 
litndaklaniuti

Meningkatnya penyelesaian 
jengaduan

Persertase pengaduan 
masyarakat 
memenuhi syarat yang

3erumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan dan

Tersedianya regulasi 
terkait pengawasan

Tingkat maturitas SPIP 
dan Kapabilitas APIP

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
3engawasan

OPD Lingkup 
Pemprov. Sul-Bar

Terbitnya regulasi 
tentang Program Kerja 
Pengawasan Tahunan 
IPKPT!

. Asistensi dan 
Pendampingan

Meningkatnya 
Stakeholder yang 
mendapatkan

% perangkat daerah 
mendapatkan 
pelayanan asistensi dan

3erumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang Fasilitasi 
Pengawasan

OPD Lingkup 
Pemprov. Sul-Bar

Tingkat maturitas SPIP 
dan Kapabilitas A.PIP

Tindak lanjut pengaduan 
masyarakat

OPD Lingkup 
Pemprov. Sul-Bar

Tingkat Penyelesaian 
<asus Pengaduan 
Masyarakat------------------



Renstra OPD-........ ....... .............. PK Eselon II PK Eselon III PK Eselon IV

^ S C
Level Kode Pet 

Strategi
a

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja 

Kegiatan
Sub Kegiatan

Sasaran Sub 
Kegiatan

Indikator K in e rja  
Kegla ta n

v
Asistensi dan 
Pendampingan

OPD Ungkup 
Pemprov. Sul-Bar

% perangRai«aerah 
mendapatkan f»dayanan
acietoncirtan

J  ■ i - , . . . :
m  Human Capital
yJ— —

& - “ .." -------------------

| Program Penunjanc 
| Urusan 

Pemerintahan 
Daerah

Meningkatnya 
Pengelolaan Sumber 

Daya Aparatur Lingkup 
Bappeda

Persentase ASN 
dengan Deskripsi 

Pekerjaan yang Sesuai

Meningkatnya kompetensi sumber 
daya aparatur

Persentase Peningkatan 
Sumber Daya Aparatur

Perencanaan dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

Aparatur Sipil Negara
Persentase 
Ketersediaan Data 
Sektoral Ungkup OPD

Penyusunan Renstra dan 
Renja Perangkat Daerah

Sekretariat
Jumlah Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah yang T©rsusun

■••-.sv

Penyusunan Program dan 
Kegiatan Perangkat Daerah 
dalam Dokumen 
Perencanaan

Sekretariat

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyusunan Program 
dan Kegiatan Perangkat 
Daerah

I

• . ■ .... -

■

--

Penyusunan Dokumen 
Evaluasi Perangkat Daerah

Sekretariat
Jumlah Dokumen 
Evaluasi Perangkat 
Daerah yang Tersusun

Koordinasi dan Sinkronisasi 
Perencanaan Perangkat 
Daerah

Sekretariat

Jumlah Laporan Hasil 
Koordinasi dan 
Sinkronisasi
Perencanaan Perangkat 
Daerah

.
•' ■■ ' , ’$■'■’1 ?■ -:v?>rc "  ^  
iL-.r ¿-»..'r.; £ ■ & & & $ & »»: SK

«V ->•- ' t \ -  >>*/•! Vt ,
i»-'■ aSi. . . ( . . S ' - . -,  -..
i .  f. .Vs;*:’'.". s T v . ' jv  i|A''

Evaluasi Kinerja Perangkat 
Daerah

Sekretariat
Jumlah Laporan Hasil 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah

f
4Orsanbatlontl Capital

jivSsftA ■ -
i i • - '  ̂' 

'
f * .♦ .« *  * - ' , '

Peningkatan Disiplin 
dan Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur

Aparatur Sipil Negara
Tingkat Disiplin 
Aparatur Lingkup OPD

Pengadaan Mesin/Kartu 
Absensi

Sekretariat Irban 1, 
II dan III

Jumlah Mesin/Kartu 
Absensi yang Diadakan

p j u
1 P  

D

»rogram Penunjang 
Irusan 
©merintahan 
aerah

Meningkatnya 
Pengelolaan Tata 
Laksana Lingkup 

Bappeda

Nilai SAKIP Lingkup 
Bappeda

sVr*'.. ; • '-S',
-  • ,

-• ’ ' - ' i  A ' '

Pengadaan Pakaian Dinas 
Beserta
Perlengkapannya

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Pakaian Dinas 
Beserta Perlengkapannya 
yang Diadakan

L___-------------- p

•.V',; j'-f.:'- ; J

Pengadaan Pakaian Kerja 
Lapangan

Sekretariat liban 1, 
II dan III

Jumlah Pakaian Kerja 
Lapangan yang Diadakan

l '
Pengadaan Pakaian Korpri

Sekretariat, liban 1, 
II dan III

Jumlah Pakaian Korpri 
yang Diadakan

----------------------------------------
' ' • ' ”

■ ■■ ■
Pengadaan Pakaian Khusus 
Hari-hari Tertentu

Sekretariat, Itban 1, 
II dan III

Jumlah Pakaian Khusus 
yang Diadakan

i isi*,/’.' ' ’ ■**•'*.  ; --. Y
r Y  ‘ • \ y  4*y

Pemulangan Pegawai yang 
Pensiun

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Persentase Pegawai 
Pensiun yang Difasilitasi 
Kepulangannya



Renstra OPD

Level Kode Peta 
Strategi Sasaran Strategis Indikator Kinerja

PK Eselon II

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

PK Eselon III

Kegiatan Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja 

Kegiatan

PK Eselon IV

Sub Kegiatan
Sasaran Sub 

Kegiatan
Indikator K in e rja  

Keglat-an
Harswia w p e g a w a r-
yang Tewas dalam 
Melaksanakan Tugas 
yang Difasilitasi

Pfgg 
iliiÖI 
... —---------------------

m m mm
_

Pemulangan Pegawai yang 
Tewas dalam Melaksanakan 
Tugas

Sekretariat, Irban I, 
II dan III

Pemindahan Tugas PNS
Sekretariat, Irban I, 

II dan III

.................. _ -M ÊltSÿSM M
■ •

Persentase P N S  yang 
Mendapatkan Fessilitasi 
Pindah Tugas

j

Pendidikan dan Pelatihan 
Formal

Sekretariat, Irban I, 
II dan III

Jumlah PNS yang 
Mengikuti Pendidikan dan 
Pelatihan Formal

Sosialisasi Peraturan 
Perundang-Undangan

Sekretariat, Irban I, 
II dan III

Persentase Keikutsertaan 
pada Sosialisasi 
Peraturan Perundang- 
undangan

’• . , / ' t. 'v :-".

Mormttion CtpHat

.■ I,- - iS“ 'i/K S i ? ) " ■ * • ■ Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan

Sekretariat, Irban I, 
II dan III

Persentase Keikutsertaan 
pada Bimbingan Teknis 
Implementasi Peraturan 
Perundang-undangan

Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah

Meningkatnya 
Pengelolaan 

Data/Informasi Lingkup 
Bappeda

Tingkat Dukungan Mutu 
Data Sektoral dalam 

Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Lingkup 

OPD

Meningkatnya Ketersediaan 
Sarana dan Prasarana

Persentase terpenuhinya 
sarana dan prasarana

___________

Administrasi Umum Aparatur Sipil Negara

Persentase 
Pengelolaan 
Administrasi Umum 
Lingkup OPD

Penyediaan Jasa Surat 
Menyurat

Sekretariat, Irban I 
II dan III

Persentase Surat 
Menyurat yang Dikelola

Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya 
A¡r,il.anlist¡jis__________

Sekretariat, Irban I 
II dan III

Jumlah Rekening 
Tagihan yang Dibayarkan

Penyediaan Jasa Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor

Sekretariat Irban I,
Jumlah Jenis Peralatan 
dan Perlengkapan Kantor 
yang Menggunakan 
Jasa/Pihak Ketiga

Penyediaan Jasa Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan 
PNS________________

Sekretariat, Irban 
II dan III

Jumlah PNS yang 
mendapatkan Jaminan 
Kesehatan

Penyediaan Jasa Jaminan 
Barang Milik Daerah

Sekretariat Irban I 
II dan III

V ..
-----

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan dan Perizinan 
Kendaraan
Dinas/Operasianal------------

Jumlah Barang WliSk 
Daerah yang 
Diasuransikan

Sekretariat, Irban I 
II dan III

Jumlah Kendaraan 
Dinas/Operasional yang 
Menggunakan Jasa 
Pemeliharaan

m m m
:S$fM  

_

Penyediaan Jasa 
Administrasi Keuangan

Sekretariat, Irban I 
II dan III

Jumlah Pengelolaan 
Administrasi Keuangan 
yang Menggunakan 
Jasa/Pihak Ketiga



W m m i

Renstra OPD PK Eselon II PK Eselon III PK Eselon IV

Level Kode Pet 
Strategi

a
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Sub Kegiatan
Sasaran Sub 

Kegiatan
Indikator K in e rja  

Kegia*an

■ Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Pengelolaan 
Kebersihan Karator yang 
Menggunakan Jasa/Pihak 
Kefiaa.

... - • . • i ' . • '... •

Penyediaan Jasa Perbaikan 
Peralatan Kerja

Sekretariat, Irban 1. 
II dan III

Jumlah Jenis Peralatan 
Kerja yang Mendapatkan 
Jasa Perbaikan

. : ' : ■ Penyediaan Alat Tulis 
Kantor

Sekretariat Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis A lo t  Tulis 
Kantor yana Disediakan

— -----------------
Penyediaan Barang 
Cetakan dan Penggandaan

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis Barang 
yang Dicetak / 
,(Hahd.!l!|

■

.

Penyediaan Komponen 
Instalasi
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis Komponen 
Instalasi
Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor yang 
Disediakan ...

*■ ......

Penyediaan Peralatan dan 
PerienakaDan Kantor

Sekretariat Irban 1, 

II dan III
Jumlah Jenis Peralatan 
Kantor yang Disediakan

■ V
Penyediaan Peralatan 
Rumah Tangga

Sekretariat Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis Peralatan 
Rumah Tangga yang 
Disediakan . .

■
k'" ;vC/-V/ ' <- 0 ' • r. '•

Penyediaan Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
r ;d:* f fn _ _  . __________

Sekretariat Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis Bahan 
Bacaan yang Disediakan

i< ■ - r

*
. -5*1 • .:■> . '

Penyediaan Bahan Logistik 
Kantor

Sekretariat Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis Bahan 
Logistik Kantor yang 
Pifedi^pn .

Penyediaan Makanan dan 
Minuman

Sekretariat, Irban 1, 
.  .1” '_______

Jumlah Jenis Makanan 
yana Disediakan

' ' ' 

■

Rapat-rapat Kordinasi dan 
Konsultasi ke Luar Oaerah

Sekretariat Irban 1, 
II dan III

Jumlah Laporan Hasil 
Rapat
Koordinasi/Konsultasi Ke 
Luar Dasrab ,

i /7
»: ; -  * Rapat-rapat Kordinasi dan 

Konsultasi ke Dalam Daerah
Sekretariat, Irban 1, 

II dan III

Jumlah Laporan Hasil 
Rapat
Koordinasi/Konsultasi Ke 
DalamEasiah. ___

Pengadaan Mobil Jabatan
Sekretariat Irban 1, 

II dan III
Jumlah Mobil Jabatan 
yana Diadakan

C, s ;■ ■...•■
Pengadaan Kendaraan 
Dinas/Operasional

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Kendaraan 
Dinas/Operasional yang
Citakan..............................

DD.1.D.,:0
•' 'i 'v : ’\H ~  1

...

' ■

Pengadaan Perlengkapan 
Rumah Jabatan/Dinas

Sekretariat Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis 
Perlengkapan Rumah 
Jabatan/Dinas yang 
Diadakan-------------------

■ . • :

. .

7 : / ' r  • -  - • Pengadaan Perlengkapan 
Gedung Kantor

Sekretariat Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis 
Perlengkapan Gedung 
.Kantor yang piadakar)—

r u- .  . r -  V: . L ' ( '• ' • ■' •

;V\ ■ ■ •■ffyji?'-?r'•*i  y%'.
! - '. .- 'r  ■■■■':: v - 'A  . ' r  - . . v .

Pengadaan Peralatan 
Rumah Jabatan/Dinas

Sekretariat Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis Peralatan 
Rumah Jabatan/Dinas 
yana Diadakan _



----------
Renstra OPD PK Eselon II PK Eselon III PK Eselon IV

b '-S C
Level Kode Peta 

Strategi Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Kegiatan

Sub Kegiatan
Sasaran Sub 

Kegiatan
Indikator K in e rja  

Kegiatan
■

■ -' -  v'... ■ t 1 ' \ - - Pengadaan Peralatan 
Gedung Kantor

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis Peralatan 
Gedung Kantor yang 
Diadakan

■ - Pengadaan Mebeleur Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis Mebeleur 
vana Diadakan

Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Rumah Jabatan

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis 
Pemeliharaan Rumah 
Jabatan

■ ■ •
■ A--y-' ?. - Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Rumah Dinas
Sekretariat, Irban 1, 

II dan III

Jumlah Jenis 
Pemeliharaan R  umah 
Dinas

¡
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Gedung Kantor

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis 
Pemeliharaan Gedung 
Kantor

-v.. »a . ;W£: 'i  > ■'•
Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Mobil Jabatan

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis 
Pemeliharaan Mobil 
Jabatan

* » .s t ’r ^ ; . . .  . •

Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis
Pemeliharaan Kendaraan 
Dinas/Operasional

% % c*- ■ c  ^
.

Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Perlengkapan Rumah 
Jabatan/Dinas

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis 
Pemeliharaan 
Perlengkapan Rumah 
Jabatan/Dinas

:7

v S - ” >- -*
r

Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Perlengkapan Gedung 
Kantor

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis 
Pemeliharaan 
Perlengkapan Gedung 
Kantor

%&%}*%< < r-rx.v:j >'■- :
< ’■% f. Y 'V - '— ''*“ : ¿¿z

Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Peralatan Rumah 
Jabatan/Dinas

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis 
Pemeliharaan Peralatan 
Rumah Jabatan/Dinas

■ ■ - Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Peralatan Gedung Kantor

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis 
Pemeliharaan Peralatan 
Gedung Kantor

'
, « . V' -

l <*i .vvyji tA, ,*,5 7- 
- •

:

Pemeliharaan Rutin/Berkala 
Mebeleur

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Jenis Mebeleur 
yang Mendapatkan 
Pemeliharaan

Rehabilitasi Sedang/Berat 
Rumah Jabatan

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Rumah Jabatan 
vanci Direhabilitasi

Rehabilitasi Sedang/Berat 
Rumah Dinas

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Rumah Dinas 
vana Direhabilitasi

Rehabilitasi Sedang/Berat 
Rumah Geduna Kantor

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Gedung Kantor 
vana Direhabilitasi

.' v- ,yv:;: V-sM 1 . ■ , ' ■'
Rehabilitasi Sedang/Berat 
Mobil Jabatan

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Mobil Jabatan 
yang Direhabilitasi

■ ■ ‘ ' ■ •
- - ■ ■ • - - - ■ Rehabilitasi Sedang/Berat

Kendaraan
Dinas/Ooerasional

Sekretariat, Irban 1, 
II dan III

Jumlah Kendaraan 
Dinas/Operasional yang 
Direhabilitasi

Financial Capital
______ _— — _____ _

.
' * • • _ :r



Renstra OPD PK Eselon II PK Eselon III PK Eselon IV

Level

Program Penunjang 
Urusan 
Pemerintahan 
Daerah

Kode Peta 
Strategi Sasaran Strategis

Meningkatnya 
Pengelolaan Keuangan 

Lingkup Bappeda

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Opini Atas Laporan 
Keuangan Lingkup 

OPD

Meningkatnya Pengembangan 
Capaian Kinerja dan Keuangan

______

Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase pemenuhan 
kebutuhan laporan kinerja dan
keuangan KÄS

Administrasi Keuangan

__ _________

Sasaran Kegiatan

Aparatur Sipil Negara

Indikator Kinerja 
Kegiatan

Sub Kegiatan

Tingkat Konsistensi 
Penyerapan Anggaran 
terhadap Perencanaan 
Lingkup OPD

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN-

Sasaran Sub 
Kegiatan

Sekretariat Irban I, 
II dan III

Indikator K in e rja  
Kegiatan

Jumlah ASN yan g  
Disediakan Gqi dan 
Tunjangannya

$ j |
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

Sekretariat, Irban I, 
II dan III

Persentase Administrasi 
Pelaksanaan T u gas ASN
rena RiMskap

V, . Penyiapan Bahan 
Pelaksanaan Verifikasi

Sekretariat, Irban I, 
II dan III

Jumlah Laporan 
Konsolidasi Keuaman

Penyusunan Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan

Sekretariat, Irban I, 
II dan III

Jumlah Laporan 
Rekonsiliasi Keuangan
Bulanan-

■■ - , V  . -  v 's

¿18*y,*í
------------------------

- ■. ■ ■ - j." —
;V ;VA  i  'J

Pengelolaan dan Penyiapan 
Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan

Sekretariat Irban I, 
II dan III

Persentase Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan 
yang Dikelola dan 
Ciaata______

tc  ' -''-v y f

Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD

Sekretariat, Irban I, 
II dan III

Jumlah Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 
yang Tersusun

—

Penyusunan Laporan 
Keuangan
Bulanart/Semesteran

Sekretariat, Irban I, 
II dan III

Jumlah Laporan 
Keuangan
Bulanan/Sem esteran 
vana Tersusun

WSSmÄ 
__-  -  -  -  ________________

: ' : Penyusunan Pelaporan 
Prognosis Realisasi 
Angflgrgp_______

Sekretariat, Irban I, 
II dan III

Jumlah Laporan 
Prognosis Realisasi 
Anggaran_________

filii h .

r.ys i . : - ,  . v - - : - '  .•!>£

~ A  LL

Penyusunan Pelaporan 
Keuangan Akhir Tahun

Sekretariat, Irban I, 
II dan III

Jumlah Laporan 
Keuangan Akhir yang 
Tersusun

___ ■ ■ ■ —... . ■F ' • ■---------------------

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang 
Pengawasan

OPD Ungkup 
Pemprov. Sul-Bar

Terbitnya regulasi 
tentang Program Kerja 
Pengawasan Tahunan 
(PK PT)

Perumusan Kebijakan 
Teknis di Bidang Fasilitasi 
Pengawasan

OPD Ungkup 
Pemprov. Sul-Bar

Tingkat maturitas SPIP 
dan Kapabilitas APIP

SA»
____

Tindak lanjut pengaduan 
masyarakat

OPD Ungkup 
Pemprov. Sul-Bar

Tingkat Penyelesaian 
kasus Pengaduan 
Masyarakat

'. .-a v;
. ' . . .. - •■:

Asistensi dan 
Pendampingan

OPD Ungkup 
Pemprov. Sul-Bar

% perangkat daerah 
mendapatkan pelayanan 
asistensi dan 
pendampingan



LAMPIRAN TAMBAHAN 
MAPPING  PROGRAM PERANGKAT DAERAH DARI PMDN 1 3 /2 0 0 6  MENJADI PMDN 9 0 /2 0 1 9

PROGRAM PERANGKAT DAERAH 
(BERBASIS NOMENKLATUR PMDN 13 /2006)

PROGRAM PERANGKAT DAERAH 
(BERBASIS NOMENKLATUR PMDN 9 0 /2 0 1 9 )

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan
■ — Pengawasan Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah
Program  Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan 

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Program Perum usan Kebijakan, Pendam pingan dan  Asistensi

Program Peningkatan Pengawasan Prioritas Nasional Program Penyelenggaraan Pengawasan



BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif 

untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, sedangkan Kebijakan adalah 

arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk menentukan program dan kegiatan.

Tabel 5.1 
Strategi dan Kebijakan Inspektorat Daerah

Visi : Sulawesi Barat Maju dan Malaqbi

Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Modem dan Terpercaya

No. Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

1 Meningkatkan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan

1. 1 Meningkatnya 
pengawasan 
terhadap 
penyelenggaraan

1. 1

Pemeriksaan
Internal secara
berkala,
Pembinaan dan
Pengawasan
Mandatory
lainnya

1. 1
Melaksanakan Surat 
Keputusan Gubernur 
Sulawesi Barat tentang 
Program Keija 
Pengawasan Tahunan 
(PKPT)

1.2

Menurunnya 
kasus maupun 
penyimpangan 
yang terjadi 
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan

1.2

Mengoptimalkan 
pelaksanaan tindak lanjut 
secara berkala hasil-hasil 
pemeriksaan oleh aparat 
pengawas ektemal 
maupun internal

1.3.

Melakukan 
kegiatan Audit, 
Monitoring dan 
Evaluasi, Reviu 
secara berkala

1.2.
Mendorong percepatan 
penyelesaian Tindak 
Lanjut temuan hasil 
pengawasan

2 Meningkatkan
kinerja
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah

2.1. Meningkatnya 
kinerja 
pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintahan 
daerah

2.1.
Mendorong
Penguatan
Sistem

2.1. Melakukan pengawasan 
berbasis risiko

Pengendalian
Intern 2.2

Mendorong Akuntabilias 
Instansi berbasis 
Teknologi Informasi

2.3. Pembentukan Satgas

2.2.
Mendorong
Peningkatan
Kapabilitas
APIP

2.1.
pemeliharaan kualitas 
kerja APIP dan 
Manajemen Tata Kelola 
Arsip yang tertib

2.2 Pembentukan Satgas
3 Meningkatkan

pengelolaan
organisasi
lingkup
Inspektorat

3.1 Meningkatnya 
pengelolaan 
organisasi lingkup 
Inspektorat

3.1 Meningkatkan 
kompetensi 
Sumber Daya 
Aparatur

3.1 Mengikutsertakan 
Aparatur Inspektorat 
Daerah Provinsi 
Sulawesi Barat dalam 
Pendidikan dan Pelatihan 
Pembentukan dan 
Penjenjangan tenaga 
fungsional Pengawas

3.2
Mengadakan kegiatan 
Pelatihan Kantor Sendiri 
(PKS) / in house training
secara berkala
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Satuan Penjelasan Formula Sumber Data Ket

(1) . ' j '  _  ..... (3) (4) _ . . ________ . _________ J' _______ (7)

Meningkatnya pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Persentase Hasil Penilaian 
Monitoring Control 
Prevention (MCP) Korsupgah 
KPK

% Nilai yang dikeluarkan oleh KPK melalui aplikasi https://korsupgah.kpk.go.id/

Irban / Satgas

Meningkatnya Kinerja 
pengawasan 
penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

Tingkat Maturitas SPIP Level

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah 
tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SP1
pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Level 0 - Tingkat Belum Ada
Pada tingkat ini, K/L/Pemda sama sekali belum memiliki infrastruktur (kebijakan dan 
prosedur) yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern.

Level 1 - Tingkat Rintisan
Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah menyadari pentingnya pengendalian intern. Pendekatan 
risiko dan pengendalian yang diperlukan bersifat ad-hoc dan tidak terorganisasi dengan 
baik, tanpa komunikasi dan pemantauan Kelemahan tidak diidentifikasi. Para Pegawai 
tidak menyadari tanggung jaw abnya

Level 2 - Tingkat Berkembang
Pada tingkat ini K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak 
terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan 
belum melibatkan semua unit organisasi.
Oleh sebab itu keandalan SPIP masih berbeda dari satu unit organisasi ke unit lainnya 
dalam satu K/L/Pemda. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi 
kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan K/L/P menangani 
kelemahan tidak konsisten.

Hasil Pengujian Tingkat Maturitas 
SPIP

Sub. Bag. Program & Pelaporan 

Laporan Semesteran / Tahunan

1

https://korsupgah.kpk.go.id/


Level 3 - Tingkat Terdefinisi
Pada tingkat ini, K/L/Pemda telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan 
terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa 
dokumentasi yang memadai.
Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi 
pencapaian tujuan organisasi

Level 4 - Tingkat Terkelola dan Terukur
Pada tingkat ini, K/L/P telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, 
masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada 
pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri
maupun tujuan K/L/Pemda. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun, kebanyakan 
evaluasi dilakukan secara manual, belum menggunakan alat bantu aplikasi komputer

Level 5 - Tingkat Optimum
Pada tingkat optimum, K/L/Pemda telah menerapkan pengendalian intern yang 
berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh pemantauan 
otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam 
pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. Evaluasi diri sendiri 
(self assessment) atas pengendalian dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis 
gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem 
pengendalian intern.



Tingkat Kapabilitas APIP

-lYnpOTmtns-rTrpaT-MY-i-CTigHwiravtn-rnTCT'ira-ciwermtaTr^rrrTi-j-TiiuuttflrTCeiTiuiTipann-----------

untuk melaksanakan tugas -  tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling 
terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP 
agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif

Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, 
mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan 
sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP 
yang efektif

Level 1 (Initial),
APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum
dapat mencegah korupsi
karakteristik
a. Ad hoc atau tidak terstruktur;
b. Hanya melakukan audit saja atau reviu dokumen dan transaksi untuk akurasi dan 
kepatuhan;
c. Hasil pengawasan bergantung pada keterampilan orang tertentu;
d. Tidak ada praktik profesional yang dilaksanakan;
e. Persetujuan anggaran oleh manajemen K/L/P, sesuai dengan kebutuhan;
f. Tidak adanya infrastruktur;
g. Keberadaan APIP kurang diperhitungkan; serta
h. Kemampuan kelembagaan tidak dikembangkan

Hasil Pengujian Tingkat Kapabilitas 
APIP
Model Kapabilitas Pengawasan Intern 
atau Internal Audit Capability Model 
(IACM)

Sub. Bag. Program & Pelaporan 

Laporan Semesteran / Tahunan



Level 2 (Infrastructure)
APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi
terjadinya korupsi
karakteristik
a. APIP membangun dan memelihara proses secara berulang-ulang dengan demikian 
kemampuan akan meningkat
b. APIP telah memiliki aturan tertulis mengenai pelaporan kegiatan pengawasan intern, 
infrastruktur manajemen dan administrasi, serta praktik profesional dan proses yang sedang 
dibangun;
c. Perencanaan audit ditentukan berdasarkan prioritas manajemen;
d. Masih ketergantungan pada keterampilan dan kompetensi dari orang-orang tertentu; serta
e. Penerapan standar masih parsial

Level 3 (Integrated)
APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu 
memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern 
Karakteristik
a. Kebijakan, proses, dan prosedur di APIP telah ditetapkan, didokumentasikan, dan 
terintegrasi satu sama lain, serta merupakan infrastruktur organisasi;
b. Manajemen serta praktik profesional APIP telah mapan dan seragam diterapkan di 
seluruh kegiatan pengawasan intern:
c. Kegiatan pengawasan intern mulai diselaraskan dengan tata kelola dan risiko yang 
dihadapi;
d. APIP berevolusi dari hanya melakukan kegiatan secara tradisional menjadi 
mengintegrasikan diri sebagai kesatuan organisasi dan memberikan saran terhadap kineija 
dan manajemen risiko;
e. Memfokuskan untuk membangun tim dan kapasitas kegiatan pengawasan intern, 
independesi serta objektivitas; serta
f. Pelaksanaan kegiatan secara umum telah sesuai dengan Standar Audit.



Level 4 (Managed)
AP1P mampu memberikan assurance secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko,
dan pengendalian intern
Karakteristik
a. Adanya keselarasan harapan APIP dan stakeholder utama;
b. Memiliki ukuran kinerja kuantitatif untuk mengukur dan memantau proses dan hasil 
pengawasan intern;
c. APIP diakui memberikan kontribusi yang signifikan bagi organisasi;
d. Fungsi pengawasan intern sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi dan 
manajemen risiko;
e. APIP adalah unit usaha yang dikelola dengan baik. Risiko diukur dan dikelola secara 
kuantitatif; serta
f. Adanya persyaratan keterampilan dan kompetensi dengan kapasitas untuk pembaruan 
dan berbagi pengetahuan (dalam APIP dan seluruh organisasi).

Level 5 (Optimizing)
APIP menjadi agen perubahan 
Karakteristik
a. APIP adalah organisasi pembelajar dengan proses perbaikan yang berkesinambungan dan 
inovasi;
b. APIP menggunakan informasi dari dalam dan luar organisasi untuk berkontribusi dalam 
pencapaian tujuan strategis;
c. Kineija kelas dunia (world-class)/recommended/best practice;
d. APIP adalah bagian penting dari struktur tata kelola organisasi K/L/Pemda;
e. APIP masuk kategori organisasi top-levcl yang profesional dan memiliki keterampilan 
terspesialisasi; serta
f. Ukuran kinerja individu, unit, dan organisasi sepenuhnya terintegrasi untuk mendorong 
peningkatan kinetja_________________________________________________________

Meningkatnya pengelolaan 
organisasi lingkup 
Inspektorat Nilai RB Lingkup Inspektorat BB Nilai yang dikeluarkan oleh MenPANRB melalui aplikasi https://pmprb.menpan.go.id/

Irban / Satgas

https://pmprb.menpan.go.id/


BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Urusan Pemerintahan yang diemban oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat 

urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 

Daerah, Kepegawaian dan Persandian, penjabaran seperti tertuang dalam dalam tabel 7.1 

berikut ini :
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Urdsan Pemerintahan yang diemban oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 
Kepegawaian dan Persandian, penjabaran seperti tertuang dalam dalam tabel 7.1 berikut ini :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 
Kinerja Awal 

RPJMD 
(Tahun 2016)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 
Kinerja pada 
akhir periode 

RPJMD
Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) T ahun-4(2020) Tahun-5 (2021) T ahun-6(2022)

(l) (2) (3) (4) (5) (6) (9)
1 Cakupan layanan administrasi perkantoran 96% 94% 80% 85% 100%

2 Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 80% 85% 90% 100%

3 Tingkat Kepatuhan Aparatur 100% 85% 90% 90% 100%

4 Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki 
kompetensi sesuai hidangnya 100% 75% 80% 85% 100%

5 Persentase entitas yang mendapatkan Pembinaan 
dan Pengawasan 93% 100% 100% 100% 100%

7 Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional 
(Dana Desa, Dana BOS dan Saber Pungli) - 25% 25% 25% 100%

8 Nilai SAKIP OPD 80 80 80 80

9 3pini BPK atas penyajian laporan keuangan 
oemda WTP WTP WTP WTP

10 s
:>ersertase pengaduan masyarakat memenuhi 
.yarat yang ditindaklanjuti 100% 100% 100% 100%

Pangkat: Pembiwf^Jtama Madya 
N IP: 196712^0 198803 1 001



BAB vni
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah 

daerah, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, 

merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 

Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2017-2022, mengikuti periode 

berlakunya RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 dan juga Pemutakhiran 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Renstra Perubahan OPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam 

pengembangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama 5 (lima) tahun ke depan, 

memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan 

pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran dokumen RPJMD, 

selanjutnya Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dijabarkan ke dalam Rencana Kerja 

(Renja) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan rencana tahunan Inspektorat 

Provinsi Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan 

bertanggung) awab.

Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat diterbitkan melalui surat keputusan

Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa

dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang

akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good

governance). Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi yang

berkaitan dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan bagian pencapaian kinerja

dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada DPRD Provinsi

Sulawesi Barat, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat 
Provinsi Sulawesi Barat.

i

ma Madya 
  3 1 001
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020 
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 

PROVINSI SULBAR

Koce MAK Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program /Kegiatan

Lokasi Detail
Indikator Kinerja 

Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020 (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 
(N + l)

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif

Sum ber Dana
Target Capaian 

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu 
Indikatif

■i (2) (3) (4) (5) (6) (7) (®) (9) (10)

Non Urusan -r

J  ' ' ~ - ............... : .......................r.“ . : ................■ ' ..................................................... : : ' ' ....  ..
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.078.261.500 2007.590.000

4.02.-4.0201.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Persentase jumlah 
surat yang ditangani

100 persen 125.410.000 Pendapatan Daerah 100 persen 125.000.000

4.02.4-0201.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air 
dan listrik

SKPD Jumlah tagihan 
rekening yang 
terbayarkan

24 rekening 123.885.600 Pendapatan Daerah 24 rekening
200.000.000

4.02.4.02.01.01.05 Penyediaan jasa jaminan milik daerah SKPD Jumlah Barang Milik 
Daerah yang 
diasuransikan

-------------
0 unit 0 Pendapatan Daerah 4 unit

35.000.000

4.02 4.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan 
kendaraan dinas operasional

SKPD Jumlah KDO roda 4 dan 
roda 2 yang dipelihara

24 unit 634.430.000 Pendapatan Daerah 24 unit
400.000.000

4.02 4.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Jumlah ruangan yang 
bersih

9 ruangan 280425.000 Pendapatan Daerah 9 ruangan 248.000.000

4,02.4.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja SKPD Persentase peralatan 
kerja yang berkondisi 
baik

100 Persen 30.335.000 Pendapatan Daerah 100 Persen
32.000.000

4.02.4.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis kantor SKPD Persentase Kebutuhan 
Alat Tulis Kantor yang 
dipenuhi

100 Persen 107.047.200 Pendapatan Daerah 100 Persen
110.000.000

4.02.4 02.01.01.12 1 
f
3enyediaan komponen instalasi listrik dan 
penerangan bangunan gedung kantor

SKPD Jumlah ruangan yang 
terfasilitasi komponen 
instalasi listrik

9 ruangan 9382.300 Pendapatan Daerah 9 ruangan

30.000.000

4.02.4.02.0101.15 F 
F
’enyediaan bahan bacaan dan peraturan 
»erundang-undangan

SKPD Jumlah bahan bacaan 
dan peraturan

10 7.752.000 Pendapatan Daerah 10
7.590.000

4.02.4 02.01.01.17 P'enyediaan makanan dan minuman SKPD Persentase penyediaan 
makanan dan 
minuman sesuai 
kebutuhan

0 persen 148.529.000 Pendapatan Daerah 0 persen

150.000.000



Kode MAK Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 
Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja 
Program /Kegiatan

Rencana Tahun 202 0  (N)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 202 1  

(N + l)
Lokasi Detail Target

Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif

Sumber Dana

Catatan Penting
Target Capaian  

Kinerja
Kebutuhan Dana/ Pagu 

Indikatif

4 .0  2  402.01.01.16 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar 
daerah

Luar Daerah Jumlah wilayah tujuan 
rapat koordinasi dan 
konsultasi luar daerah 
(Provinsi)

10 provinsi 424 047 000 Pendapatan Daerah 10 provinsi

370.000.000

4 .0 2  4.02 01.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam 
daerah

Provinsi, Mamasa. 
Majene. Polewali 
Mandar, Pasangkayu, 
Mamuju Tengah. 
Mamuju

Jumlah wilayah tujuan 
rapat koordinasi dan 
konsultasi dalam 
daerah
(Kabupaten/Kota)

6 Kabupaten 187.018.400 Pendapatan Daerah 6 Kabupaten

300.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Aparatur

592 532.000 500.000 000

4.02 .4.02.01.02.05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
SKPD Jumlah unit kendaraan 

operasional
2 unit

100.000 000

4.02.-4-. 0201.02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor SKPD Jumlah peralatan dan 
perlengkapan gedung 
kantor

10 unit 155.532.000 Pendapatan Daerah 10 unit
150.000.000

4 02.4.0201.02.09 Pengadaan Mebeulair SKPD Jumlah mebeulair yang 
diadakan

1 paket 67.541.000 Pendapatan Daerah 150 000.000

4 02.4.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor SKPD Jumlah/Luas gedung 
kantor yang dipelihara

250 M2 369.459.000 Pendapatan Daerah 250 M2
100.000.000

Program Peningkatan Disiplin Aparatur 123.063 000 135.000.000

4.02.4.02.01.03.02 Pengadaan Pakaian dinas beserta 
perlengkapannya

SKPD Jumlah pakaian dinas 
beserta atribut 
sebanyak jumlah 
pegawai

150 pasang 123 063 000 Pendapatan Daerah 150 pasang

135.000.000

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 
Aparatur

599.388 000 650 000 000

4,02.4.020105.01 3endidikan dan Pelatihan Formal Provinsi. Luar Daerah Jumlah Pegawai yang 
mengikuti Diklat 
Penjenjangan Tenaga 
Fungsional Pengawas 
dan Tekhnis Substansi

14 orang 483.937.000 Pendapatan Daerah 10 orang 530.000.000

4.02.4,02.01.05.60 F 
a

elatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan 
paratur pengawasan

SKPD Jumlah Pegawai yang 
mengikuti kegiatan 
Pelatihan Kantor 
Sendiri (PKS)

70 orang 115.451.000 Pendapatan Daerah 70 orang 120.000.000

PENGAWASAN



Kode MAK Urusan/Bidang Urusan Pem erintahan 
Daerah dan Program /Kegiatan

Indikator Kinerja 
Program /Kegiatan

Rencana Tahun 2020 (N)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021 

(N + l)

Lokasi Detail Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif

Sum ber Dana

Catatan Penting
Target Capaian 

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu 
Indikatif

Program Peningkatan Sistem Pengawasan 
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kepala Daerah (KDH)

5.985 101.300 7.260.258 118

4.02 .4.02.01.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala SKPD Jumlah Laporan Hasil 
Pemeriksaaan 
Komprehensif /  PKPT

31LHP 2.131.412.000 Pendapatan Daerah 31 LH P
2.200.000.000

4.02. 4.02.01.20.04 Penanganan kasus pada wilayah pemerintah 
dibawahnya

SKPD Tingkat Penyelesaian 
kasus Pengaduan 
Masyarakat

100 persen 651.595.000 Pendapatan Daerah 100 persen
600.000.000

4,02. -4.02.01.20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan SKPD Persentase temuan 
BPK yang 
ditindaklanjuti

80 persen 433.996.000 Pendapatan Daerah 80 persen
500.000.000

4.02.-*4.0201.20.09 Reviu Laporan Keuangan OPD SKPD Jumlah Laporan Hasil 
Reviu

41 LH R 116.746.000 Pendapatan Daerah 41 LHR 100.000 000

4 02.-4.02.01.20.il Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja Pemprov, 
Sulbar

SKPD Jumlah OPD yang
mendapatkan
pembinaan

41 OPD 1.685.988.700 Pendapatan Daerah 41 OPD
1.973.294.000

4.02.4-. 0201.20.14 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (EKPPD)

Provinsi, Mamasa. 
Majene. Polewali 
Mandar, Pasangkayu. 
Mamuju Tengah. 
Mamuju

Jumlah Pemerintah 
Daerah yang diEvaluasi

6 Kabupaten 171.130.000 Pendapatan Daerah 6 Kabupaten

250.000.000

4.02.4.02.01.20.15 Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) Provinsi, SKPD Terbitnya SK Gubernur 
tentang Program Kerja 
Pengawasan Tahunan 
(PKPT)

1 Surat 
Keputusan

99.331.600 Pendapatan Daerah 1 Surat Keputusan

400,000.000

4.02.4.02.01.20.16 Pelaksanaan MonitoringSPIP SKPD Jumlah Laporan Hasil 
Monitori ng

38 Laporan 
Hasil 

Monitorlng

173.980.000 Pendapatan Daerah 38 Laporan Hasil 
Monitoring 190.000.000

4.02.4.02.01.20.17 3elaksanaan Reviu Penyerapan Anggaran dan 
=BJ

SKPD Jumlah Laporan Hasil 
Reviu

4 LHR 51.716.000 Pendapatan Daerah 4 LHR 65.000.000

4.02.4.02.01.20.19 3elaksanaan Reviu Perencanaan OPD SKPD Jumlah Laporan Hasil 
Reviu

41 LHR 295.794.000 Pendapatan Daerah 41 LHR 331.964.118

4.02.4.02.01.20.20 ^laksanaan Evaluasi AKIP dan Reviu LKj IP Provinsi. SKPD, Majene Jumlah Laporan Hasil 
Evaluasi

42 LH E 13.049.000 Pendapatan Daerah 42 LH E 150.000.000

4 02.4.02.01.20.21 ’elaksanaan pemeriksaan masa akhir jabatan 
epala daerah

Mamuju. Mamasa Pendapatan Daerah 3 kabupaten 100.000.000

4.02-40201.20.22 Feviu Dana DAK SKPD Jumlah Laporan Hasil 
Reviu

4 LHR 160.363.000 Pendapatan Daerah 400.000.000

PENGAWASAN
P
N

rogram Peningkatan Pengawasan Prioritas 
asional

1.815.155.600 2 000 000.000



Rencana Tahun 202 0  (N)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 202 1  

(N + l)

Kode MAK
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan 

Daerah dan Program/Kegiatan
1 Ok JM t)' t.ul

Indikator Kinerja 
Program /Kegiatan Target

Capaian
Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif
Sumber Dana

Catatan Penting
Target Capaian  

Kinerja

Kebutuhan Dana/ Pagu 
Indikatif

4,O í-  4.02.01.31.01 Monev Dana Desa Provinsi, Pasangkayu, 
Mamuju Tengah,
Mamuju, Mamasa. 
Majene, Polewali Mandar

Jumlah Laporan Hasil 
Monev Desa

100 Desa 207,227.000 Pendapatan Daerah 100 Desa

290.000.000

4.01 .4.02.01.31.02 Operasionalisasi pemberantasan pungutan liar 
(Pungli)

Provinsi. SKPD, 
Pasangkayu. Mamuju 
Tengah, Mamuju, 
Mamasa. Majene, 
Polewali Mandar

Jumlah Laporan Hasil 
Pemantauan Pungutan 
Liar

6 Laporan 1.323.619.600 Pendapatan Daerah 6 Laporan

1,450.000.000

4.01. -4.02,01.31.03 Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Provinsi. Polewali 
Mandar. Pasangkayu. 
Mamuju Tengah, 
Mamuju, Mamasa. 
Majene

Jumlah Laporan Hasil 
Pemeriksaan Dana 
BOS

T O T A L

100 Sekolah 284.309.000

11.193.501.400

Pendapatan Daerah 100 Sekolah

260.000.000 

12 552.848.1181



RENJA PERUBAHAN INSPEKTORAT 

TAHUN ANGGARAN 2020



BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2020 
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021 

PROVINSI SULBAR

Kode MAK
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan

Lokasi Detail
Indikator Kinerja 

Program  
/Kegiatan

Rencana Tahun 2 0 2 0  (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 20 2 1  
(N + l)

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif

Sum ber Dana
Target Capaian  

Kinerja
Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif

-i (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Non Urusan V . C  S '

Program Pelayanan Administrasi 
Perkantoran 1 594 008.100 1 982.590 000

4.02.4.02.01.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat SKPD Persentase jumlah 
surat yang ditangani

100 persen
110.010.000

Pendapatan Daerah 100 persen
100.000.000

4.02.4.02.01.01.02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber 
daya air dan listrik

SKPD Jumlah tagihan 
rekening yang 
terbayarkan

24 rekening
95.156.600

Pendapatan Daerah 24 rekening
200.000.000

4.02.4.02.01.C1.05 Penyediaan jasa jaminan milik daerah SKPD Jumlah Barang Milik 
Daerah yang 
diasuransikan

4 unit
0

Pendapatan Daerah 4 unit
35.000.000

4 02.4.02.01.01.06 Penyediaan jasa pemeliharaan dan 
perizinan kendaraan dinas operasional

SKPD Jumlah KDO roda 4 
dan roda 2 yang 
dipelihara

24 unit
323.430.000

Pendapatan Daerah 24 unit
400.000.000

4.02.4.02.01.01.08 Penyediaan jasa kebersihan kantor SKPD Jumlah ruangan yang 
bersih

9 ruangan
248.251.000

Pendapatan Daerah 9 ruangan 248.000.000

4.02.4.02.01.01.09 Penyediaan jasa perbaikan peralatan 
rerja

SKPD Persentase peralatan 
kerja yang berkondisi 
baik

100 Persen

30.335.000

Pendapatan Daerah 100 Persen

32.000.000

4.02.4.02.01.01.10 3enyediaan alat tulis kantor SKPD Persentase 
Kebutuhan Alat Tulis 
Kantor yang dipenuhi

100 Persen

124.787.100

Pendapatan Daerah 100 Persen

110.000.000

4.02.4.02.01.01.12
e
k

'enyediaan komponen instalasi listrik 
an penerangan bangunan gedung 
antor

SKPD Jumlah ruangan yang 
terfasilitasi 
komponen instalasi 
istri k

9 ruangan

47.084.000

Pendapatan Daerah 9 ruangan

30.000.000



Kode MAK
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan

Lokasi Detail
Indikator Kinerja 

Program 
/Kegiatan

Rencana Tahun 2 0 2 0  (N)

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021  
(N + l)

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif

Sum ber Dana
Target Capaian  

Kinerja

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif

4.02.402.01.01.17 1 Penyediaan makanan dan minuman SKPD Persentase
penyediaan makanan 
dan minuman sesuai 
kebutuhan

100 Persen

148529.000

Pendapatan Daerah 100 Persen

150.000.000

4.02.402.01.01.18 1 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 
1 ke luar daerah

Luar Daerah Jumlah wilayah tujuan 
rapat koordinasi dan 
konsultasi luar 
daerah (Provinsi)

10 provinsi

293.895.000

Pendapatan Daerah 10 provinsi

370.000.000

4 02.402.01.01.20 I Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 
dalam daerah

Provinsi. Mamasa. 
Majene, Polewali 
Mandar, Pasangkayu, 
Mamuju Tengah, 
Mamuju

Jumlah wilayah tujuan 
rapat koordinasi dan 
konsultasi dalam 
daerah
(Kabupaten/Kota)

6 Kabupaten

164.778.400

Pendapatan Daerah 6 Kabupaten

300.000.000

Program Peningkatan Sarana dan 
Prasarana Aparatur 86881 000 400.000 000

4 .0 2  402.01.02.05 Pengadaan Kendaraan 
Dinas/Operasional

SKPD Jumlah unit
kendaraan
operasional

2 unit
100.000.000

4.02.4.02.01,02.09 Pengadaan peralatan gedung kantor SKPD Jumlah peralatan dan 
perlengkapan gedung 
kantor

0 unit
38.854.000

Pendapatan Daerah 1 paket
100 000.000

4.02.4.02.01.02.09 Pengadaan Mebeulair SKPD Jumlah mebeulair 
yang diadakan

0 paket
0

Pendapatan Daerah 1 paket 100.000.000

4.02.4.02.01.02.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung 
kantor

SKPD Jumlah/Luas gedung 
kantor yang 
dipelihara

2.500 M2
48.027.000

Pendapatan Daerah 2.500 M2
100.000,000

3rogram Peningkatan Disiplin 
tparatur 125.063 000 135 000 000

4.02.4.02.01.03.02
|f

’engadaan Pakaian dinas beserta 
lerlengka pannya

SKPD Jumlah pakaian dinas 
beserta atribut 
sebanyak jumlah 
pegawai

150 pasang

125.063.000

Pendapatan Daerah 150 pasang

135.000.000

F

r
rogram Peningkatan Kapasitas 
umber Daya Aparatur 160.964 000 650.000 000

4.02.4.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Provinsi, Luar Daerah Jumlah Pegawai yang 
mengikuti Diklat 
Penjenjangan Tenaga 
Fungsional Pengawas 
danTekhnis 
Substansi

7 orang 103.113 000 Pendapatan Daerah 14 orang 530 000.000



Kode MAK
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja

Rencana Tahun 2 0 2 0  (N)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 202 1  

(N + l)
Pemerintahan Daerah dan 

P rogra m /Kegiata n
Lokasi Detail Program

/Kegiatan
Target

Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif

Sum ber Dana

Catatan Penting
Target Capaian  

Kinerja
Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif

4- .024.02.01.05.60 Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan

SKPD Jumlah Pegawai yang
mengikuti kegiatan 
Pelatihan Kantor 
Sendiri (PKS)

70 orang 57.851.000 Pendapatan Daerah 70 orang 120.000.000

PENGAWASAN

Program Peningkatan Sistem 
Pengawasan Internal dan 
Pengendalian Pelaksanaan 
Kebijakan Kepala Daerah (KDH)

3.798.193 000 5 446 964.118

4 02.402.01.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal 
secara berkala

SKPD Jumlah Laporan Hasil 
Pemeriksaaan 
Komprehensif /  PKPT

31LHP 713.572.000 Pendapatan Daerah 31LHP

1.800.000.000

4.02.402.01.20.04 Penanganan kasus pada wilayah 
pemerintah dibawahnya

SKPD Tingkat Penyelesaian 
kasus Pengaduan 
Masyarakat

100 persen 798.652.300 Pendapatan Daerah 100 persen

600.000.000

4.02.4.02.01.20.06 Tindak lanjut hasil temuan pengawasan SKPD Persentase temuan 
BPK yang 
ditindaklanjuti

80 persen 300.180 000 Pendapatan Daerah 80 persen
400.000 000

4 0 2 4 0 2 0 1 2 0  09 Reviu Laporan Keuangan OPD SKPD Jumlah Laporan Hasil 
Reviu

41 LHR 105.842.000 Pendapatan Daerah 41 LHR 100.000.000

4.02.4.02.01.20.11 Pelaksanaan Pengawasan Satuan 
Kerja Pemprov, Sulbar

SKPD Jumlah OPD yang
mendapatkan
pembinaan

41 OPD 1.323.285.700 Pendapatan Daerah 41 OPD
1.200.000 000

4.02.4.02.01.20.14 Pelaksanaan Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
EKPPD)

Provinsi. Mamasa, 
Majene, Polewali 
Mandar. Pasangkayu. 
Mamuju Tengah, 
Mamuju

Jumlah Pemerintah 
Daerah yang 
diEvaluasi

6 Kabupaten 51.814.000 Pendapatan Daerah 6 Kabupaten

150.000.000

4.02.4.02.01.20.15 Rapat Koordinasi Pengawasan 
Rakorwas)

Provinsi. SKPD Terbitnya SK 
Gubernur tentang 
Program Kerja 
Pengawasan 
Tahunan (PKPT)

1 Surat 
Keputusan

0 Pendapatan Daerah 1 Surat Keputusan

300.000.000

4.02.4 02.01.20.16 elaksanaan MonitoringSPIP SKPD Jumlah Laporan Hasil 
Monitoring

38 Laporan 
Hasil 

Monitoring

89.703.000 Pendapatan Daerah 38 Laporan Hasil 
Monitoring 100.000 000

4.02.4.02.01.20.17 P 
A

elaksanaan Reviu Penyerapan 
nggaran dan PBJ

SKPD umlah Laporan Hasil 
Reviu

4 LHR 9.684.000 Pendapatan Daerah 4 LHR 65.000 000



Kode MAK
Urusan/Bidang Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 
Program/Kegiatan

Lokasi Detail
Indikator Kinerja 

Program 
/Kegiatan

Rencana Tahun 2 0 2 0  (N)
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021  

(N + l)

Target
Capaian
Kinerja

Kebutuhan Dana/ 
Pagu Indikatif

Sum ber Dana

Catatan Penting
Target Capaian  

Kinerja
Kebutuhan Dana/ 

Pagu Indikatif

-4.014.02.01.20.19 Pelaksanaan Reviu Perencanaan OPD SKPD Jumlah Laporan Hasil 
Reviu

82LHR 232.675.000 Pendapatan Daerah 82LHR
331.964.118

¿4.024,02.01,20.20 Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Revlu 
LKjIP

Provinsi. SKPD, 
Majene

Jumlah Laporan Hasil 
Evaluasi

42 LH E 27.746.000 Pendapatan Daerah 42LHE
150.000.000

-4.014.02.01.20.21 Pelaksanaan pemeriksaan masa akhir 
jabatan kepala daerah

Mamuju, Mamasa Pendapatan Daerah
50.000.000

4-.024.02.01.20.22 Reviu Dana DAK SKPD Jumlah Laporan Hasil 
Reviu

4 LH R 145.039.000 Pendapatan Daerah 4 LHR
200.000.000

PENGAWASAN

Program Peningkatan Pengawasan 
Prioritas Nasional

431.641.600 1.385 445 882

4. 01.1.02.01.31.01 Monev Dana Desa Provinsi. Pasangkayu. 
Mamuju Tengah. 
Mamuju, Mamasa. 
Majene. Polewali 
Mandar

Jumlah Laporan Hasil 
Monev Desa

100 Desa 40.886.000 Pendapatan Daerah 100 Desa

200.000.000

4 01.402.01.31.02 Operasionalisasi pemberantasan 
pungutan liar (Pungli)

Provinsi, SKPD. 
Pasangkayu, Mamuju 
Tengah. Mamuju, 
Mamasa. Majene. 
Polewali Mandar

Jumlah Laporan Hasil 
Pemantauan 
Pungutan Liar

6 Laporan 354.495.600 Pendapatan Daerah 6 Laporan

1.000.000.000

4,01.4.02.01.31.03 Pemeriksaan Dana Bantuan 
Operasional Sekolah

Provinsi. Polewali 
Mandar, Pasangkayu, 
Mamuju Tengah. 
Mamuju. Mamasa, 
Majene

Jumlah Laporan Hasil 
Pemeriksaan Dana 
BOS

100 Sekolah 36.260.000 Pendapatan Daerah 100 Sekolah

185.445.882

TO TA L 6.196.750.700 10.000.000.000



RENJA INSPEKTORAT 

TAHUN ANGGARAN 2021



T A B E L  6.1

R E N C A N A  P R O G R A M  D A N  K E G IA T A N  S E R T A  P E N D A N A A N  IN S P E K T O R A T  D A E R A H  

P R O V IN S I  S U L A W E S I B A R A T

T u ju a n S a s a r a n K o d e P r o g r a m  d a n  K e g ia ta n
I n d ik a to r  K i n e r ja  T u ju a n ,  

S a s a r a n ,  P r o g r a m  (o u tc o m e )  
d a n  K e g ia ta n  ( o u tp u t )

D a ta  C a p a ia n  
p a d a  A w a l 

P e r e n c a n a a n

T a r g e t  K in e r ja  P r o g r a m  d a n  K e r a n g k a  P e n d a n a a n U n it  S K P D

T a h u n - 1  (2 0 1 7 ) T a h u n - 2  (2018) T a h u n - 3  (2 0 1 9 ) T a h u n - 4  (2 0 2 0 ) T a h u n - 5  (2 0 2 1 ) T a h u n - 6  (2 0 2 2 )
K o n d is i  K in e r ja  p a d a  a k h i r  

p e r io d e  R P J M D
P e n a n g g u n g ja w a b

ta r g e t  | R p . t a r g e t  |  Rp. t a r g e t  | Rp. target | Rp. t a r g e t  | R p . t a r g e t  | R p . t a r g e t  | R p .

1 2 3 4 6 7 5 9 10 11 12 12 13

4.02.4.02.01.01
PROGRAM PELAYANAN  
ADMINISTRASI PERKANTORAN

Cakupan layanan administrasi 
perkantoran 96% 94% 80% 85% 90% 0% 0% 90% INSPEKTORAT

4.02.4.02.01.01.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah tenaga yang menangani surat 
menyurat

100% 100% 9.411.000 100% 9.411.000 100% 87.411.000 84 125.410.000 0 0 100% 231.643.000 Sekretariat

4.02.4.02.01.01.02
- Penyediaan jasa  komunikasi, sumber 

daya air dan listrik
Jumlah tagihan rekening yang 
terbayarkan

36 Rekening 36 216.684.000 36 194.534.000 36 166.834.000 36 123.885.600 0 0 144 701.937.600 Sekretariat

4.02.4.02.01.01.05 - Penyediaan jasa  jaminan milik daerah
Jumlah Barang M ilik Daerah yang 
diasuransikan

2 Unit 4 26.668.455 4 34.120.000 4 32.326.955 0 0 0 0 12 93.115.410 Sekretariat

4.02.4.02.01.01.06
- Penyediaan jasa  pemeliharaan dan 

perizinan kendaraan dinas operasional Jumlah KDO roda 4 dan roda 2 yang 
dipelihara

24 24 289.953.668 24 352.246.827 24 245.827.000 32 634.430.000 0 0 104 1.522.457.495 Sekretariat

4.02.4.02.01.01.08 - Penyediaan jasa  kebersihan kantor Jumlah ruangan yang bersih 73,00% 9 332.540.000 9 308.540.000 9 238.400.000 144 280.425.000 0 0 171 1.159.905.000 Sekretariat

4.02.4.02.01.01.09
Penyediaan jasa  perbaikan peralatan 
kerja

Jumlah alat kantor yang diperbaiki 99,56% 100% 17.234.000 100% 31.280.000 100% 31.180.000 45 30.335.000 0 0 100% 110.029.000 Sekretariat

4.02.4.02.01.01.10 - Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat kantor yang 
disediakan

99,94% 100% 110.670.973 100% 111.650.973 100% 112.875.000 6000 107.047.200 0 0 100% 442.244.146 Sekretariat

4.02.4.02.01.01.12
- Penyediaan komponen instalasi listrik 

dan penerangan bangunan gedung 
kantor

Jumlah ruangan yang terfasilitasi 
komponen instalasi listrik

9 9 20.960.000 9 18.550.000 9 12.400.000 9 9.382.300 0 0 36 61.292.300 Sekretariat

4.02.4.02.01.01.15
- Penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan
Jumlah bahan bacaan dan peraturan 
perundang-undangan

50 macam Bahan 
Bacaan

10 46.930.000 0 0 0 0 10 7.752.000 0 0 20 54.682.000 Sekretariat

4.02.4.02.01.01.17 - Penyediaan makanan dan minuman
Jumlah penyediaan makanan dan 
minuman sesuai kebutuhan

99,88% 100% 106.556.000 100% 108.335.000 100% 119.585.000 1000 148.529.000 0 0 100% 483.005.000 Sekretariat

4.02.4.02.01.01.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 
ke luar daerah

Jumlah wilayah tujuan rapat 
koordinasi dan konsultasi luar 
daerah (Provinsi)

7 Provinsi 10 378.510.000 10 348.800.000 10 388.890.000 7 424.047.000 0 0 37 1.540.247.000 Sekretariat

4.02.4.02.01.01.20 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi 
dalam daerah

Jumlah wilayah tujuan rapat 
koordinasi dan konsultasi dalam 
daerah (Kabupaten/Kota)

6 Kabupaten 6 211.900.000 6 214.440.000 6 225.800.000 40 187.018.400 0 0 58 839.158.400 Sekretariat

4.02.4.02.01.02
PROGRAM PENINGKATAN  
SARANA DAN PRASARANA  
APARATUR

Cakupan layanan Sarana dan 
Prasarana Aparatur

100,00% 80% 85% 90% 0% 0% 100% INSPEKTORAT

4.02.4.02.01.02.05
Pengadaan Kendaraan 
Dinas/Operasional

Jumlah unit Kendaraan Dinas 
Operasional yang diadakan

24 Unit 0 5 99.670.000 0 0 0 5 99.670.000 Sekretariat

4.02.4.02.01.02.09 - Pengadaan peralatan gedung kantor
Jumlah peralatan dan perlengkapan 
gedung kantor

99,64% 0 0 10 98.570.000 10 83.590.000 5 155.532.000 0 0 25 337.692.000 Sekretariat

4.02.4.02.01.02.10 - Pengadaan Mebeulair Jumlah mebeulair yang diadakan 5 0 5 62.090.000 0 0 18 67.541.000 0 0 28 129.631.000 Sekretariat

4.02.4.02.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala gedung 
kantor

Jumlah/Luas gedung kantor yang 
dipelihara

2.500 m2 2500 M2 119.337.000
2500
M2

30.950.000 2500 M2 71.810.000 2500 M2 369.459.000 0 0 2500 M2 591.556.000 Sekretariat

4.02.4.02.01.01.03
PROGRAM PENINGKATAN  
DISIPLIN APARATUR Tingkat Kepatuhan Aparatur 100,00% 85% 90% 90% 95% 0% 0% 100% INSPEKTORAT

4.02.4.02.01.01.03.0
Pengadaan Pakaian dinas beserta 
perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas beserta atribut 
sebanyak jumlah pegawai

pasang 72 63.550.000 0 0 237 149.420.000 161 123.063.000 0 0 470 336.033.000 Sekretariat



I n d ik a to r  K i n e r ja  T u ju a n ,  
S a s a r a n ,  P r o g r a m  (o u tc o m e )  

d a n  K e g ia ta n  ( o u tp u t )

D a ta  C a p a ia n  
p a d a  A w a l 

P e r e n c a n a a n

T a r g e t  K in e r ja  P r o g r a m  d a n  K e r a n g k a  P e n d a n a a n U n it  S K P D

T u ju a n S a s a r a n K o d e P r o g r a m  d a n  K e g ia ta n T a h u n - 1  (2 0 1 7 ) T a h u n - 2  (2018) T a h u n - 3  (2 0 1 9 ) T a h u n - 4  (2 0 2 0 ) T a h u n - 5  (2 0 2 1 ) T a h u n - 6  (2 0 2 2 )
K o n d is i  K in e r ja  p a d a  a k h i r  

p e r io d e  R P J M D
P e n a n g g u n g ja w a b

t a r g e t R p . t a r g e t Rp. t a r g e t Rp. target Rp. t a r g e t R p . t a r g e t R p . t a r g e t R p .

Meningkatnya Kapabilitas 
APIP 4.02.4.02.01.05

PROGRAM PENINGKATAN  
KAPASITAS SUM BER DAYA 
APARATUR

Persentase Sumber Daya 
Aparatur yang memiliki 
kompetensi sesuai bidangnya

93,00% 75% 80% 85% 90% 0% 0% 100% INSPEKTORAT

Meningkatnya 
Jumlah Tenaga 
Fungsional 
Pengawas

4.02.4.02.01.05.01 - Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pegawai yang mengikuti 
Diklat Pembentukan, Penjenjangan 
Tenaga Fungsional Pengawas dan 
Teknis Substansi

34 Orang 32 426.150.000 79 362.540.000 40 348.330.000 42 483.937.000 0 0 193 1.620.957.000 Sekretariat

Meningkatnya 
kompetensi 
Sumber Daya 
Aparatur

4.02.4.02.01.05.60
Pelatihan pengembangan tenaga 
pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah jam  pelaksanaan kegiatan 
Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)

200 Jam 40 115.843.000 40 87.198.000 40 94.445.000 73 115.451.000 0 0 193 412.937.000 Sekretariat

4.02.4.02.01.06

PROGRAM PENINGKATAN  
PENGEM BANGAN SISTEM  
PELAPORAN CAPAIAN KINERJA 
KEUANGAN

T in g k a t  K e te p a t a n  W a k tu  

P e la p o r a n  C a p a ia n  K in e r ja  
d a n  K e u a n g a n

100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% INSPEKTORAT

P enyusunan  la p o ra n  ca p aian  
k in e rja  d a n  ikh tisa r realisasi 
k in e rja  SK PD

D o k u m en  L a p o ra n  K euangan  
tep a t w a k tu  (P a lin g  lam b at 
tangga l 10  b u la n  b erja lan )

0 0 24 0 Sekretariat

-
P enyusunan  la p o ra n  keu an g an  
ak h ir tah u n

D o k u m en  L a p o ra n  K euangan  
tep a t w a k tu  (P alin g  lam b at 
tangga l 10  Jan u a ri tah u n  
beriku tnya)

0 0 2 0 Sekretariat

Im plem en tasi sistem  inform asi 
p en g e lo la an  k eu a n g an  d ae rah

S P M , R eg is te r P engesahan , 
N e rac a , L R A , C alk

0 0 10 0 Sekretariat

Meningkatnya kualitas 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah 4.02.4.02.01.20

PROGRAM PENINGKATAN SISTEM  
PENGAWASAN INTERNAL DAN 
PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
KEBIJAKAN KDH

Meningkatnya entitas yang 
mendapatkan Pembinaan dan 
Pengawasan (IKU) 97% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 100% INSPEKTORAT

Meningkatnya
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan
daerah

4.02.4.02.01.20.01
Pelaksanaan pengawasan internal 
secara berkala

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaaan 
Komprehensif / PKPT

186 LHP 31 1.622.797.100 31 1.176.870.000 31 1.211.235.000 31 2.131.412.000 0 0 124 6.142.314.100 Irban I, II, & III

Menurunnya 
kasus maupun 
penyimpangan 
yang terjadi 
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan

4.02.4.02.01.20.04
Penanganan kasus pada wilayah 
pemerintah dibawahnya

Tingkat Penyelesaian kasus 
Pengaduan Masyarakat

100% 100% 449.747.500 100% 418.047.200 100% 410.931.809 20 651.595.000 0 0 100% 1.930.321.509 Irban I, II, & III

4.02.4.02.01.20.06 - Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
Persentase temuan BPK yang 
ditindaklanjuti

50% 50% 376.410.000 75% 372.906.000 75% 433.911.372 80% 433.996.000 0 0 80% 1.617.223.372 Irban I, II, & III

Meningkatnya
Kinerja
penyelenggaraan

4.02.4.02.01.20.09 - Reviu Laporan Keuangan OPD Jumlah Laporan Hasil Reviu 40 LHP 41 70.495.000 41 93.449.000 41 80.860.000 41 116.746.000 0 0 164 361.550.000 Irban I, II, & III

pemerintahan
daerah

4.02.4.02.01.20.19 - Pelaksanaan Reviu Perencanaan OPD Jumlah Laporan Hasil Reviu 40 LHR 41 21.855.000 80 110.325.000 80 224.860.000 80 295.794.000 0 0 281 652.834.000 Irban I, II, & III

4.02.4.02.01.20.20
Pelaksanaan Evaluasi AKIP dan Reviu 
LKj IP

Jumlah Laporan Hasil Evaluasi 9 LHE 41 109.540.000 42 62.505.000 42 12.520.000 42 13.049.000 0 0 167 197.614.000 Irban I, II, & III
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4.02.4.02.01.20.14
- Pelaksanaan Evaluasi Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(EKPPD)

Jumlah Pemerintah Daerah yang 
diEvaluasi

30 LHE 6 221.661.000 6 118.165.000 6 110.700.000 6 171.130.000 0 0 24 621.656.000 Irban I, II, &  III

4.02.4.02.01.20.21
Pelaksanaan pemeriksaan masa akhir 
jabatan kepala daerah

Jumlah Laporan Hasil Penjab 5 LHP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Irban I, II, &  III

4.02.4.02.01.20.11
- Pelaksanaan Pengawasan Satuan Kerja 

Pemprov. Sulbar
Jumlah OPD yang mendapatkan 
pembinaan

50 SKPD 41 1.712.571.104 41 1.544.272.000 41 2.025.382.000 42 1.685.988.700 0 0 165 6.968.213.804 Irban I, II, &  III

4.02.4.02.01.20.16
- Pelaksanaan Monitoring Implementasi 

SPIP
Jumlah sampel OPD untuk menilai 
Tingkat Maturitas SPIP

80 OPD 38 96.000.000 9 37.050.000 9 170.320.000 9 173.980.000 0 0 65 477.350.000 Irban I, II, &  III

4.02.4.02.01.20.15
Rapat Koordinasi Pengawasan 

- (Rakorwas)

Terbitnya SK Gubernur tentang 
Program Kerj a Pengawasan Tahunan 
(PKPT)

5 SK 1 138.455.200 1 158.639.000 1 404.639.000 1 99.331.600 0 0 4 801.064.800 Irban I, II, &  III

4.02.4.02.01.20.17
Pelaksanaan Reviu Penyerapan 
Anggaran dan PB J

Jumlah Laporan Hasil Reviu 4 LHR 0 0 4 23.090.000 4 57.260.000 4 51.716.000 0 0 12 132.066.000 Irban I, II, &  III

4.02.4.02.01.20.22 Reviu Dana DAK Jumlah Laporan Hasil Reviu 3 LHR 0 0 0 0 0 0 4 160.363.000 0 0 4 160.363.000 Irban I, II, &  III

Meningkatnya pelayanan 
Inspektorat sebagai Quality 
Assuranse dan Consulting

4.01.4.02.01.53
PROGRAM PENINGKATAN  
PENGAWASAN PRIORITAS 
NASIONAL

Cakupan obyek pengawasan 
prioritas nasional (Dana Desa, 
Dana BOS dan Saber Pungli)

- 25% 25% 25% 0% 0% 100% INSPEKTORAT

Meningkatnya 
cakupan layanan 
Inspektorat 
kepada obyek 
pengawasan

4.01.4.02.01.53.01

- Monev Dana Desa
%  Desa terpantau pemenuhan 
peraturan Desa mengenai APBDesa 
dan Laporan Realisasi Penyerapan 
dan capaian output dana desa

0% 0 0 100% 73.885.000 100% 32.037.000
100%
(575
desa)

207.227.000 0 0 100% 313.149.000 Irban I, II, &  III

4.01.4.02.01.53.02 - Pemeriksaan Dana Bantuan 
Operasional Sekolah

%  Sekolah yang dijadikan sampel 
Pemantauan Dana BOS

0% 0 0 50% 83.725.000 50% 31.250.000 50% 284.309.000 0 0 50% 399.284.000 Irban I, II, &  III

4.01.4.02.01.53.03
Operasionalisasi pemberantasan 
pungutan liar (Pungli)

Jumlah Laporan Hasil Pemantauan 
Pungutan Liar

0% 0 0 12 1.454.996.000 12 1.329.546.000 8 1.323.619.600 0 0 32 4.108.161.600 Irban I, II, &  III

Meningkatnya Kapabilitas 
APIP 6.01.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN  
PEMERINTAHAN DAERAH Nilai SAKIP Lingkup SKPD 80 80 12.214.228.231,00 80 13.155.449.195,00 80 25.369.677.426,00 INSPEKTORAT

Meningkatnya 
pengembangan 
capaian kinerja

6.01.01.1.01
Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nilai Perencanaan Kinerja 
Lingkup OPD

25 25 233.001.560 25 190.771.720 25 423.773.280 Sekretariat

dan keuangan

6.01. 01.1.01.01
Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah yang Tersusun

Dokumen 4 118.103.040 4 100.000.000 8 218.103.040 Sekretariat

6.01.01.1.01.02 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang 
Tersusun

Dokumen 1 24.593.720 1 18.000.000 2 42.593.720 Sekretariat

6.01.01.1.01.03
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA- 
SKPD yang Tersusun

Dokumen 1 8.825.720 1 8.000.000 2 16.825.720 Sekretariat

6.01.01.1.01.04
Koordinasi dan Penyusunan DPA- 
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang 
Tersusun

Dokumen 1 18.771.720 1 18.771.720 2 37.543.440 Sekretariat

6.01.01.1.01.05
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan 
DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA- 
SKPD yang Tersusun

Dokumen 1 8.765.720 1 8.000.000 2 16.765.720 Sekretariat

6.01.01.1.01.06
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan 

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 
yang Tersusun

Laporan 4 9.627.720 4 8.000.000 8 17.627.720 Sekretariat

6.01.01.1.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah yang Tersusun

Dokumen 7 44.313.920 7 30.000.000 14 74.313.920 Sekretariat
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6.01.01.1.02
Administrasi Keuangan Perangkat 

- Daerah

Tingkat Konsistensi Penyerapan 
Anggaran terhadap Perencanaan 
Lingkup OPD

% 100% 9.073.110.396 100% 10.047.311.200 100% 19.120.421.596 Sekretariat

Meningkatnya 
ketersediaan 
Sarana dan 
Prasarana

6.01.01.1.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Jumlah ASN yang Disediakan Gaji 
dan Tunjangannya

Orang 85 9.027.049.196 85 10.000.000.000 170 19.027.049.196 Sekretariat

6.01.01.1.02.02
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN

Persentase Administrasi Pelaksanaan 
Tugas ASN yang Disediakan

Persen 100% 21.453.000 100% 21.453.000 100% 42.906.000 Sekretariat

6.01.01.1.02.03
Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi 
Keuangan SKPD

Laporan 0 12 250.000 12 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.02.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi 
SKPD

Jumlah Laporan Neraca Keuangan 
SKPD

Laporan 0 12 250.000 12 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.02.05
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD yang Tersusun

Laporan 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.02.06
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan

Persentase Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan yang Dikelola dan 
Disiapkan

Persen 0% 100% 250.000 100% 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.02.07
Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD yang Tersusun

Laporan 2 24.608.200 2 24.608.200 4 49.216.400 Sekretariat

6.01.01.1.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Laporan Prognosis Realisasi 
Anggaran

Laporan 0 2 250.000 2 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.03
Administrasi Barang Milik Daerah 

- pada Perangkat Daerah

Persentase Pengelolaan 
Administrasi Barang Milik 
Daerah Lingkup SKPD

Persen 100% 34.286.000 100% 35.786.000 100% 70.072.000 Sekretariat

6.01.01.1.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 
Barang M ilik Daerah SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Kebutuhan Barang M ilik Daerah 
SKPD

Dokumen 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.03.02 Pengamanan Barang M ilik Daerah 
SKPD

Jumlah Barang M ilik Daerah SKPD 
yang Diasuransikan

Unit 3 34.286.000 3 34.286.000 6 68.572.000 Sekretariat

6.01.01.1.03.03 Koordinasi dan Penilaian Barang M ilik 
Daerah SKPD

Jumlah Barang M ilik Daerah SKPD 
yang Telah Dinilai

Unit 0 50 250.000 50 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.03.04
- Pembinaan, Pengawasan, dan 

Pengendalian Barang M ilik Daerah 
pada SKPD

Jumlah Laporan Pembinaan, 
Pengawasan, dan Pengendalian 
Barang M ilik Daerah SKPD

Dokumen 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan 
Barang M ilik Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi 
Barang M ilik Daerah SKPD

Dokumen 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.03.06
Penatausahaan Barang M ilik Daerah 
pada SKPD

Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan 
Barang M ilik Daerah SKPD

Dokumen 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.03.07
Pemanfaatan Barang M ilik Daerah 
SKPD

Jumlah Laporan Hasil Pemanfaatan 
Barang M ilik Daerah SKPD

Dokumen 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

Meningkatnya
Tenaga
Fungsional

6.01.01.1.05
Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah

Persentase Pengelolaan 
Administrasi Kepegawaian 
Lingkup SKPD

Persen 100% 754.520.000 100% 756.270.000 100% 1.510.790.000 Sekretariat
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6.01.01.1.05.01
Peningkatan Sarana dan Prasarana 
Disiplin Pegawai

Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana 
yang Disediakan

Jenis 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.05.02
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 
Atribut Kelengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta 
Perlengkapannya yang Diadakan

Pasang 176 151.440.000 176 151.440.000 352 302.880.000 Sekretariat

6.01.01.1.05.03
Pendataan dan Pengolahan 
Administrasi Kepegawaian

Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian

Dokumen 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.05.04
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem 
Informasi Kepegawaian

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Sistem Informasi Kepegawaian

Dokumen 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.05.05
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian 
Kinerja Pegawai

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 
Pegawaia

Dokumen 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun
Persentase Pegawai Pensiun yang 
Difasilitasi Kepulangannya

Persen 0% 100% 250.000 100% 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.05.07
Pemulangan Pegawai yang Meninggal 
dalam Melaksanakan Tugas

Persentase Pegawai yang Tewas 
dalam Melaksanakan Tugas yang 
Difasilitasi Kepulangannya

Persen 0% 100% 250.000 100% 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.05.08 Pemindahan Tugas ASN
Persentase ASN yang Mendapatkan 
Fasilitasi Pindah Tugas

Persen 0% 100% 250.000 100% 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.05.09
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah PNS yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan

Orang 24 329.602.000 24 329.602.000 48 659.204.000 Sekretariat

6.01.01.1.05.10
Sosialisasi Peraturan Perundang- 
Undangan

Persentase Keikutsertaan pada 
Sosialisasi Peraturan Perundang- 
undangan

Persen 100% 220.722.000 100% 220.722.000 100% 441.444.000 Sekretariat

6.01.01.1.05.11
Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan

Persentase Keikutsertaan pada 
Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-undangan

Persen 100% 52.756.000 100% 52.756.000 100% 105.512.000 Sekretariat

6.01.01.1.06
- Administrasi Umum Perangkat 

Daerah

Persentase Pengelolaan 
Administrasi Umum Lingkup 
SKPD

Persen 100% 824.355.878 100% 825.855.878 100% 1.650.211.756 Sekretariat

6.01.01.1.06.01
Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Jenis Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan B angunan Kantor 
yang Disediakan

Jenis 3 8.369.603 3 8.369.603 6 16.739.206 Sekretariat

6.01.01.1.06.02
Penyediaan Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan

Jenis 0 0 3 250.000 3 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Jumlah Jenis Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan

Jenis 0 0 3 250.000 3 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor 
yang Disediakan

Jenis 3 68.936.000 3 68.936.000 6 137.872.000 Sekretariat

6.01.01.1.06.05
Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan

Jumlah Barang yang Dicetak dan 
Digandakan

Jenis 3 10.114.400 3 10.114.400 6 20.228.800 Sekretariat

6.01.01.1.06.06
- Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan
Perundang-undangan

Jumlah Jenis Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-undangan yang 
Disediakan

Jenis 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

Meningkatnya 
Kompetensi 
Sumber Daya 
Aparatur
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6.01.01.1.06.07 Penyediaan Bahan/Material
Jumlah Jenis Bahan/Material yang 
Disediakan

Jenis 3 80.979.875 3 80.979.875 6 161.959.750 Sekretariat

6.01.01.1.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Persentase Kunjungan Tamu yang 
Terfasilitasi

Persen 0% 100% 250.000 100% 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.06.09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

Jumlah Laporan Hasil Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dokumen 20 655.956.000 20 655.956.000 40 1.311.912.000 Sekretariat

6.01.01.1.06.10
Penatausahaan Arsip Dinamis pada 
SKPD

Jumlah Laporan Hasil Penatausahaan 
Arsip Dinamis SKPD

Dokumen 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.06.11
- Dukungan Pelaksanaan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik pada 
SKPD

Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 
Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik SKPD

Dokumen 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.07
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

Persentase Pengelolaan 
Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah

Persen 100% 438.503.197 100% 440.503.197 100% 879.006.394 Sekretariat

6.01.01.1.07.01
Pengadaan Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Mobil Jabatan yang 
Diadakan

Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.07.02
Pengadaan Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan 
Dinas/Operasional yang Diadakan

Unit 1 50.456.000 1 50.456.000 2 100.912.000 Sekretariat

6.01.01.1.07.03 Pengadaan Alat Besar Jumlah Alat Besar yang Diadakan Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.07.04
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak 
Bermotor

Jumlah Alat Angkutan Darat Tak 
B ermotor yang Diadakan

Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.07.05 Pengadaan Mebel
Jumlah Jenis Mebeleur yang 
Diadakan

Jenis 3 54.890.000 3 54.890.000 6 109.780.000 Sekretariat

6.01.01.1.07.06
Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya 
yang Diadakan

Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 
Diadakan

Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud
Jumlah Aset Tak Berwujud yang 
Diadakan

Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.07.09
Pengadaan Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang Diadakan

Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.07.10
Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Jenis Peralatan Rumah 
Jabatan/Dinas yang Diadakan

Unit 25 333.157.197 20 333.157.197 45 666.314.394 Sekretariat

6.01.01.1.07.11
- Pengadaan Sarana dan Prasarana 

Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Jumlah Jenis Peralatan Gedung 
Kantor yang Diadakan

Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.08
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Persentase Pengelolaan Jasa 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

Persen 100% 433.026.200 100% 433.276.200 100% 866.302.400 Sekretariat
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6.01.01.1.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Persentase Surat Menyurat yang 
Dikelola

Persen 100% 18.395.200 100% 18.395.200 100% 36.790.400 Sekretariat

6.01.01.1.08.02
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening Tagihan yang 
Dibayarkan

R ekening Tagihan 24 125.031.000 24 125.031.000 48 250.062.000 Sekretariat

6.01.01.1.08.03
Penyediaan Jasa Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang Menggunakan 
Jasa/Pihak Ketiga

Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.08.04
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor

Jumlah Jenis Layanan Umum Kantor 
yang Disediakan

Jenis 1 289.600.000 1 289.600.000 2 579.200.000 Sekretariat

6.01.01.1.09
Pemeliharaan B arang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintahan 
Daerah

Persentase Pengelolaan 
Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

Persen 100% 423.425.000 100% 425.675.000 100% 849.100.000 Sekretariat

6.01.01.1.09.01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan 
yang Mendapatkan Pemeliharaan

Unit 31 305.730.000 31 305.730.000 62 611.460.000 Sekretariat

6.01.01.1.09.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan 
Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional yang Mendapatkan 
Pemeliharaan

Unit 0 31 250.000 31 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.09.03
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Jumlah Alat Besar yang 
Mendapatkan Pemeliharaan

Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.09.04
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Perizinan Alat 
Angkutan Darat Tak Bermotor

Jumlah Alat Angkutan Darat Tak 
B ermotor yang Mendapatkan 
Pemeliharaan

Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.09.05 Pemeliharaan Mebel
Jumlah Mebel yang Mendapatkan 
Pemeliharaan

Unit 0 10 250.000 10 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.09.06
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya

Jumlah Peralatan dan M esin Lainnya 
yang Mendapatkan Pemeliharaan

Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 
Mendapatkan Pemeliharaan

Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Jumlah Aset Tak Berwujud yang 
Mendapatkan Pemeliharaan

Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 
Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Mendapatkan Pemeliharaan

Unit 1 71.373.000 1 71.373.000 2 142.746.000 Sekretariat

6.01.01.1.09.10
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Mendapatkan 
Pemeliharaan

Unit 1 46.322.000 1 46.322.000 2 92.644.000 Sekretariat

6.01.01.1.09.11
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Mendapatkan Pemeliharaan

Unit 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat

6.01.01.1.09.12 Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
Jumlah Luas Tanah yang
Mendapatkan
Pemeliharaan/Rehabilitasi

M2 0 1 250.000 1 250.000 Sekretariat
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Meningkatnya Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah

6.01.02
PROGRAM PENYELENGGARAAN  
PENGAWASAN

Opini BPK atas penyajian 
laporan keuangan pemda

WTP WTP 4.764.782.280,00 WTP 0,00 WTP 3.819.519.000 INSPEKTORAT

Terlaksananya
Tugas
Pengawasan
Mandatory

6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan 203 3.819.519.000,00 207 0,00 410 3.819.519.000,00 Irban I, II, III & IV

6.01.02.2.01.01
Pengawasan Kinerja Pemerintah 
Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan 31 1.298.736.000,00 31 62 1.298.736.000,00 Irban I, II, III & IV

Terlaksananya
Tugas
Pengawasan

6.01.02.2.01.02
Pengawasan Keuangan Pemerintah 
Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan 41 1.133.184.000 41 82 1.133.184.000 Irban I, II, III & IV

berdasarkan
permintaan

6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan 82 376.337.000 82 164 376.337.000,00 Irban I, II, III & IV

6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan 41 103.525.000 41 82 103.525.000 Irban I, II, III & IV

Terlaksananya
kegiatan
pembinaan

6.01.02.2.01.05 Pengawasan Desa Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan 0 0 4 4 0 Irban I, II, III & IV

6.01.02.2.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kerjasama Pengawasan Laporan 2 20.953.000 2 4 20.953.000 Irban I, II, III & IV

6.01.02.2.01.07
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Jumlah Laporan Hasil Monev Laporan 6 886.784.000 6 12 886.784.000 Irban I, II, III & IV

6.01.02.2.02
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu

Persertase pengaduan masyarakat 
yang memenuhi syarat selesai 
ditindaklanjuti

Laporan 100% 945.263.280,00 100% 0,00 100% 945.263.280 Irban I, II, III & IV

6.01.02.2.02.01
Penanganan Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan 4 46.800.000 4 8 46.800.000 Irban I, II, III & IV

6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan 12 898.463.280 12 24 898.463.280 Irban I, II, III & IV

Meningkatnya Kinerja 
pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

6.01.03
PROGRAM PERUMUSAN  
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN 
ASISTENSI

Persertase pengaduan masyarakat 
memenuhi syarat yang 
ditindaklanjuti

Persen 100% 1.468.839.480,00 100% 1.468.839.480 INSPEKTORAT

Meningkatnya
Tingkat
Kapabilitas APIP

6.01.03.2.01
Perumusan Kebijakan Teknis di 
Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 
Pengawasan

Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan Dokumen 4 435.802.000 4 435.802.000 Irban I, II, III & IV

6.01.03.2.01.01
Perumusan Kebijakan Teknis di 
Bidang Pengawasan

Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan Dokumen 2 336.186.000 2 336.186.000 Irban I, II, III & IV

Meningkatnya 
Nilai Maturitas 
SPIP

6.01.03.2.01.02
Perumusan Kebijakan Teknis di 
Bidang F asilitasi Pengawasan

Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan Dokumen 2 99.616.000 2 99.616.000 Irban I, II, III & IV

6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi
%  perangkat daerah mendapatkan 
pelayanan asistensi dan 
pendampingan

% 100% 1.033.037.480 100% 1.033.037.480 Irban I, II, III & IV
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Meningkatnya 
Hasil Nilai 
Monitoring

6.01.03.2.02.01
Pendampingan dan Asistensi Urusan 
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan yang terbit Laporan 4 11.163.000 4 11.163.000 Irban I, II, III & IV

Control
Prevention
(MCP)
Korsupgah KPK

6.01.03.2.02.02
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Jumlah Laporan yang terbit Laporan 2 41.111.000 2 41.111.000 Irban I, II, III & IV

6.01.03.2.02.03
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi 
serta Verifikasi Pencegahan dan 
Pemberantasan Korupsi

Jumlah Laporan yang terbit Laporan 6 909.394.480 6 909.394.480 Irban I, II, III & IV

6.01.03.2.02.04
Pendampingan, Asistensi dan 
Verifikasi Penegakan Integritas

Jumlah Laporan yang terbit Laporan 3 71.369.000 3 71.369.000 Irban I, II, III & IV

Meningkatnya Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah

6.01.02
PROGRAM PENYELENGGARAAN  
PENGAWASAN

Opini BPK  atas penyajian 
laporan keuangan pemda

WTP WTP 5.764.782.280,00 WTP 5.319.519.000 INSPEKTORAT

Terlaksananya
Tugas
Pengawasan

6.01.02.1.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan 207 4.819.519.000,00 207 4.819.519.000,00 Irban I, II, III & IV

Mandatory

6.01.02.1.01.01
Pengawasan Kinerja Pemerintah 
Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan 31 1.298.736.000,00 31 1.298.736.000,00 Irban I, II, III & IV

Terlaksananya
Tugas
Pengawasan

6.01.02.1.01.02
Pengawasan Keuangan Pemerintah 
Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan 41 1.133.184.000 41 1.133.184.000 Irban I, II, III & IV

berdasarkan
permintaan 6.01.02.1.01.03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan 82 376.337.000 82 376.337.000,00 Irban I, II, III & IV

6.01.02.1.01.04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan 41 103.525.000 41 103.525.000 Irban I, II, III & IV

Terlaksananya
kegiatan
pembinaan

6.01.02.1.01.05
Pengawasan Umum dan Teknis 
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan 4 500.000.000 4 500.000.000 Irban I, II, III & IV

6.01.02.1.01.06 Kerjasama Pengawasan Internal Jumlah Kerjasama Pengawasan Laporan 2 520.953.000 2 520.953.000 Irban I, II, III & IV

6.01.02.1.01.07
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut 
Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak 
Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Jumlah Laporan Hasil Monev Laporan 6 886.784.000 6 886.784.000 Irban I, II, III & IV

6.01.02.1.02
Penyelenggaraan Pengawasan Dengan 
Tujuan Tertentu

Persertase pengaduan masyarakat 
yang memenuhi syarat selesai 
ditindaklanjuti

Laporan 100% 945.263.280,00 100% 945.263.280 Irban I, II, III & IV

6.01.02.1.02.01
Penanganan Penyelesaian Kerugian 
Negara/Daerah

Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan 4 46.800.000 4 46.800.000 Irban I, II, III & IV

6.01.02.1.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan 12 898.463.280 12 898.463.280 Irban I, II, III & IV

Meningkatnya Kinerja 
pengawasan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah

6.01.03
PROGRAM PERUMUSAN  
KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN 
ASISTENSI

Persertase penyelesaian tindak 
lanjut temuan hasil pengawasan

Persen 80% 2.065.554.588,00 80% 2.065.554.588 INSPEKTORAT

Meningkatnya
Tingkat
Kapabilitas APIP

6.01.03.1.01
Perumusan Kebijakan Teknis di 
Bidang Pengawasan dan Fasilitasi 
Pengawasan

Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan Dokumen 4 435.802.000 4 435.802.000 Irban I, II, III & IV
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6.01.03 1.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di 
B uling Pengawasan Jumlah Kebijakan jrn g  dikeluarkan Dokumen

-  R P- large Rp. target Kp target Rp. target l{P

2

R p.

336.186000 2 336.186 000 IrbonL lL l

601.03  101.02 Perumusan Kebijakan Tckius di 
Bidang Fasilitasi Pengawasan Jumlah Kebijakan yang dikeluarkan Dokumen 2 99 616.000 2 99.616.000 liben L U.

6.01.03.1.02 Pendampingan dan Asutensi
% perangkai daerah rw^pstl-»^  
pelayanan anstensi dan 
pendampingan

% 100% 1.629.752J88 100% 1.629.752.588 Uban L D.

601.03 .10201 Pendampingan dan Asistensi Urusan 
Pemerintahan D oaah Jumlah Laporan >ang terbit Laporan 4 11.163 000 4 11.163 000 I rb an I.II

6 0 1 0 3  I CC o : Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, 
dan Penilaian Refanuj.ii B i rokmu Jumlah Laporan yang terbit Laporan 2 41.111.000 2 41.111.000 liban  LD

6 01 .0 3 1 0 2 0 3
Kooniinui. Mcniuring dan Eiuluosi 
« t l i  Verifikasi Pencegahan dan 
Pashemmasan Korupsi

Jumlah Laporan yang, terbit Laporan 6 1.506.109.588 6 1.506 109 588 Uban L 1

I 6 01 03 3 02 04 Pendampingan. Asistensi dan 
VenfiLau Penegakan Inicgntas indah Laporan yang terbit Laporan 3 71.369,000 3 71369.000 I ib an l,

TOTAL 7J12.4JO.OOO &20a  850.000 I 8.944.576.136 11.103J01.400 18.447.849.991 20.985.786.063 68.406.108^50
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BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Urusan Pemerintahan yang diemban oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, 
Kepegawaian dan Persandian, penjabaran seperti tertuang dalam dalam tabel 7.1 berikut ini :

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI BARAT YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi 
Kinerja Awal 

RPJMD 
(Tahun 2016)

Target Capaian Setiap Tahun Kondisi 
Kinerja pada 
akhir periode 

RPJMD
Tahun-1 (2017) Tahun-2 (2018) Tahun-3 (2019) Tahun-4 (2020) Tahun-5 (2021) Tahun-6 (2022)

W (2) (3) (4) (5) (6) (9)

1 Cakupan layanan administrasi perkantoran 96% 94% 80% 85% 100%

2 Cakupan layanan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 80% 85% 90% 100%

3 Tingkat Kepatuhan Aparatur 100% 85% 90% 90% 100%

4 Persentase Sumber Daya Aparatur yang memiliki 
kompetensi sesuai bidangnya 100% 75% 80% 85% 100%

5 Persentase entitas yang mendapatkan Pembinaan 
dan Pengawasan 93% 100% 100% 100% 100%

7 Cakupan obyek pengawasan prioritas nasional 
(Dana Desa, Dana BOS dan Saber Pungli) - 25% 25% 25% 100%

8 Nilai SAKIP Lingkup SKPD 80 80 80 80

9 Opini BPK atas penyajian laporan keuangan 
pemda

WTP WTP WTP WTP

10
Persertase penyelesaian tindak lanjut temuan 
hasil pengawasan

80% 80% 80% 80%
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BAB VIII
PENUTUP

Sebagai suatu bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah 
daerah, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini, 
merupakan dokumen yang dijadikan acuan dasar bagi pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi 
Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama periode 2017-2022, mengikuti periode 
berlakunya RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 dan juga Pemutakhiran 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terakhir Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Renstra Perubahan OPD ini, memiliki kedudukan yang sangat vital dan urgen dalam 
pengembangan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat selama 5 (lima) tahun ke depan, 
memberikan arah, tujuan sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan penjabaran dokumen RPJMD, 
selanjutnya Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dijabarkan ke dalam Rencana Keija 
(Renja) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan rencana tahunan Inspektorat 
Provinsi Sulawesi Barat yang akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan 
bertanggung) awab.

Renstra Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat diterbitkan melalui surat keputusan 
Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat dan di dalam pelaksanaannya, senantiasa 
dilakukan pengawasan dan evaluasi, sebagai wujud penyelengaraan pemerintahan yang 
akuntabel, transparan dan bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 
governance). Pencapaian kineija pelayanan sebagaimana Tugas Pokok dan Fungsi yang 
berkaitan dengan Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat merupakan bagian pencapaian kinerja 
dan pertanggungjawaban kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada DPRD Provinsi 
Sulawesi Barat, serta secara moral dipertanggung-jawabkan kepada seluruh masyarakat 
Provinsi Sulawesi Barat.
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